

[bookmark: _Hlk204578964]YAYASAN PENDIDIKAN LANCANG KUNING 
LAKSAMANA RAJA DI LAUT
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI LANCANG KUNING


ANALISIS KINERJA ORGANISASI PADA 
KANTOR CAMAT BUKIT KAPUR KOTA DUMAI

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana (S.1)
Ilmu Administrasi Negara pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) 
Lancang Kuning Dumai
[image: stia logo]


Oleh:

ULAN ARDIANTI
NIM. 2110090811142




PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA 
TAHUN 2025
ABSTRAK

ANALISIS KINERJA ORGANISASI PADA
KANTOR CAMAT BUKIT KAPUR KOTA DUMAI

	NAMA	: 	ULAN ARDIANTI
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Organisasi merupakan wadah kerja sama antara pimpinan dan pegawai untuk mencapai tujuan bersama. Kinerja individu sangat memengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan, sehingga semakin baik kinerja organisasi maka semakin tinggi pula pencapaian tujuan yang ditetapkan. Dalam era global saat ini, setiap organisasi dituntut bekerja efektif dan efisien. Hal ini juga berlaku pada Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai, di mana keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi akan sangat menentukan kualitas kinerja organisasinya.
Berdasarkan observasi ditemukan beberapa gejala masalah antara lain: 1. Masih terdapat program kerja yang belum terealisasi sesuai dengan target kerja yang telah ditetapkan oleh Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai, 2. Masih kurangnya ketepatan penyelesaian pelayanan yang diberikan oleh Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Adapun rumusan pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana Kinerja Organisasi pada Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai?”. Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui kinerja organisasi pada Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai; 2) Untuk mengetahui hambatan kinerja organisasi pada Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai.
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kinerja organisasi menurut Dwiyanto (Sudarmanto, 2014), yang mencakup lima indikator: Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai, dengan jumlah sampel sebanyak 31 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode sensus/sampling jenuh. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan kuesioner. 




Hasil kinerja organisasi pada Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai dapat dikategorikan Baik dengan total skor 1.310 yang berada pada rentang skor 1.164 – 1.512, dengan frekuensi tanggapan responden sebesar 51 %. Adapun hambatan kinerja organisasi pada Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai yaitu, 1. Kurangnya kemampuan pegawai Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai dalam mencapai target kerja yang telah ditetapkan serta kurangnya kesesuaian capaian hasil kerja berdasarkan bidang kerja, 2. Kurangnya kemampuan  pegawai Kantor Camat bukit Kapur Kota Dumai dalam melaksanakan fungsi layanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Pengukur kinerja (performance measurement) adalah suatu proses penilaian kinerja pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya (Ariany & Putera, 2023).
Pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas (Dawali, 2024).
Setiap organisasi memiliki karakteristik tertentu, seperti struktur, tujuan, dan hubungan antar bagian yang memerlukan pengelolaan yang baik. Organisasi dibentuk dengan tujuan yang telah direncanakan bersama, dan pencapaiannya harus dilaksanakan secara kolektif. Organisasi yang efektif mampu memahami pentingnya kinerja, yang pada gilirannya akan menciptakan kualitas kerja yang baik (Eni, 2023).


Meningkatkan kinerja organisasi menjadi kunci sukses dalam meraih keberhasilan secara keseluruhan. Peningkatan kinerja melibatkan pengarahan sikap dan perilaku individu agar sesuai dengan aturan dan atau
tujuan organisasi. Meski suatu organisasi memiliki peralatan canggih,  dananggaran yang cukup, serta prosedur yang jelas, jika anggotanya tidak berperilaku sesuai dengan misi organisasi, maka pencapaian tujuan akan terhambat. Inilah mengapa faktor manusia sangat menentukan keberhasilan dibandingkan dengan sumber daya lainnya (Kristen & Wacana, 2022).
Kinerja organisasi tidak akan mencapai hasil maksimal tanpa adanya motivasi yang memadai, karena motivasi berperan penting dalam usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Selain itu, beragam kemampuan pegawai sangat mempengaruhi kinerja organisasi, mengingat pegawai adalah elemen kunci dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Tanpa kemampuan yang cukup dan motivasi yang tinggi, kinerja organisasi akan terhambat (Kemala et al., 2020).
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membawa perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya terkait praktik-praktik pemerintahan. Salah satu perubahan tersebut berkaitan dengan posisi, tugas, fungsi, dan wewenang kecamatan. Undang-undang ini menegaskan bahwa pelaksanaan otonomi daerah harus dilakukan dengan kinerja yang optimal.
Kantor Camat merupakan suatu organisasi yang berperan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu. Menurut Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat.
Kecamatan Bukit Kapur merupakan salah satu perangkat daerah Kota Dumai yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 08 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kecamatan Bukit Kapur dan Kecamatan Dumai Selatan. Kecamatan ini memiliki tugas membantu Wali Kota Dumai dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan.
Selanjutnya, Peraturan Walikota Dumai Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan menegaskan bahwa kecamatan dipimpin oleh seorang camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Peraturan ini menjadi pedoman bagi Kantor Camat Bukit Kapur dalam menjalankan peran dan fungsinya guna memenuhi kebutuhan masyarakat di tingkat kecamatan.
Pasal 4 Ayat 2 dijelaskan bahwa Camat bertugas melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota, termasuk sebagian kewenangan daerah. Dalam Pasal 4 Ayat 1, Camat juga bertanggung jawab untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintah. Tugas umum pemerintahan ini mencakup beberapa hal, antara lain: 
1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum.
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah (Perda) serta Peraturan Walikota (Perwako).
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
6. Mengkoordinasikan kegiatan ekonomi dan pembangunan di tingkat kecamatan.
7. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan.
8. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan.
9. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggara pelayanan administrasi terpadu kecamatan.
10. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan.
11. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, camat memiliki peran penting sebagai koordinator, pembina, dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik di tingkat kecamatan. Adapun lurah, berdasarkan peraturan yang sama, berkedudukan sebagai pelaksana pemerintahan pada tingkat kelurahan yang bertugas membantu camat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Perbedaan keduanya terletak pada lingkup kewenangan, di mana camat berfokus pada fungsi koordinasi dan pembinaan, sedangkan lurah lebih menitikberatkan pada pelaksanaan langsung pelayanan publik dan kegiatan kemasyarakatan di wilayah kelurahan.
Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh kelurahan-kelurahan yang berada dalam lingkup kerjanya. Kelurahan-kelurahan yang termasuk dalam wilayah kerja Kecamatan Bukit Kapur adalah:
1. Kelurahan Bukit Kayu Kapur
2. Kelurahan Bukit Nenas
3. Kelurahan Gurun Panjang
4. Kelurahan Bagan Besar
5. Kelurahan Kampung Baru
6. Kelurahan Bagan Besar Timur
7. Kelurahan Bukit Kapur
Sebagai bagian dari pemerintahan Kota Dumai, Kecamatan Bukit Kapur memiliki visi dan misi yang jelas. Visi Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai adalah: "Terdepan Dalam Pelayanan Prima dan Pemberdayaan Masyarakat Menuju Kecamatan Dumai Kota Yang Sehat (Sejahtera, Harmonis, Aman dan Tertib) dan Berseri Serta Bernuansa Budaya Melayu”. Untuk mencapai visi tersebut, misi yang ditetapkan oleh Kantor Camat Bukit Kapur adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan kualitas dan kinerja sumber daya aparatur yang profesional dan berkompetensi dengan berlandaskan IMTAQ dan IPTEK.
2. Meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
3. Memberikan kemudahan data dan akses yang luas bagi masyarakat dalam memperoleh informasi dan pelayanan dengan tetap mengacu pada prosedur dan aturan yang berlaku.
4. Mengoptimalkan seluruh sumber daya untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat.
5. Menyinergikan seluruh program pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan serta peningkatan infrastruktur.
Kinerja organisasi dalam sebuah instansi pemerintahan dapat diukur dari efektivitas pelaksanaan program kerja yang telah direncanakan. Dalam hal ini, Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai memiliki berbagai program kerja yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, serta ketertiban dan ketentraman di wilayah kecamatan. 
Namun, realisasi program kerja sering kali menghadapi kendala, baik dari segi sumber daya manusia, anggaran, maupun koordinasi antar instansi terkait.  Untuk melihat sejauh mana pencapaian program kerja yang telah dilakukan, berikut data yang penulis peroleh dari Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai sebagai berikut:

Tabel I.1
Pencapaian Program dan Kegiatan Kerja pada Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai Tahun 2023
	No
	Bidang Kerja
	Pogram Kerja
	Kegiatan
	Target/
Sasaran
	Realisasi Kegiatan

	1.
	Seksi Pemerintahan
	Peningkatan Kinerja LPMK dan RT
	1. Pembinaan LPMK dan RT se-Kecamatan Bukit Kapur
2. Peningkatan Pembinaan Terhadap Kelembagaan Masyarakat
	1 Kali



4 Lembaga
	1 Kali



4 Lembaga

	
	
	Terselenggaranya Pelayanan Pemerintahan yang Bermutu
	1. Melaksanakan Penanganan Pengaduan Keluhan Masyarakat
2. Menyiapkan dan Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Seksi Pemerintahan dan Pembangunan
	0 Pengaduan


21 Dokumen
	102 Pengaduan



21 Dokumen

	
	
	Pelayanan Administrasi Perkantoran
	1. Perbaikan Kantor (Renovasi)
2. Penyedia Surat (Blanko)
	4 Kali


800 Lembar
	4 Kali


800 Lembar

	2.
	Seksi Kesejahteraan Sosial
	Pengembangan Wawasan Kebangsaan
	Seleksi Tilawatil Qur’an Tingkat Kecamatan Bukit Kapur
	3 jenis Lomba
	3 Jenis Lomba

	
	
	Mengintensifkan Pemberdayaan Masyarakat
	1. Mensejahterakan Pelaku UMKM Kecamatan Bukit Kapur
2. Pembinaan Posyandu Kecamatan
3. Penyaluran Bantuan Sosial Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan
	140 UMKM



29 Posyandu


8 Laporan
	140 UMKM



29 posyandu


8 Laporan

	3.
	Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	Peningkatan Koordinasi Dalam Rangka Penanggulangan Bencana Alam Dan Kebakaran
	3. Pembinaan Pos Kamling Kelurahan dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan
4. Pemantauan ke Lapangan Rawan Kebakaran
	2 Kali





3 Kali
	1 Kali





2 Kali

	
	
	Pemeliharaan Kentrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
	1. Pembentukan Satuan Keamanan di Lingkungan Masyrakat
2. Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat serta Narkoba di Wilayah Kecamatan Bukit Kapur
	1 Kali




2 kali
	1 Kali




1 kali

	4.
	Seksi Ekonomi dan Pembangunan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan
	Penyelenggaraan Musrengbang dan Rembuk Stunting Tingkat Kecamatan
	1 Kali
	1 Kali

	
	
	Pembangunan di Lingkup Kecamatan Bukit Kapur
	Sarana Dan Prasarana yang di Bangun di Kecamatan Bukit Kapur
	10 Laporan
	10 Laporan

	5
	Seksi Pemberdayaan Masyarakat
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat
	1. Terwujudnya Koordinasi tentang Penerbitan Profil Kecamatan dan Kelurahan
2. Terselengaranya BIMTEK Administrasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan bagi Pengurus TP PKK Kecamatan dan Kelurahan se-Kecamatan Bukit Kapur
3. Sosialisasi Keluarga Tanggap dan tangguh bencana TP-PKK Kecamatan Bukit Kapur
4. Terlaksananya Bunda Literasi Pengukuhan Bunda Paud dan BKMT se-Kecamatan Bukit Kapur
5. Memfasilitasi Penyiapan Bahan-Bahan Lomba Dalam Rangka Penyelenggaraan Lomba Antar Kelurahan
6. Terlaksananya Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna
	7 Laporan





2 Kali












2 Kali






1 Kali






2 Dokumen







7 Kelurahan

	7 Laporan





1 Kali












1 Kali






1 Kali






2 Dokumen







7 Kelurahan



Sumber Data: Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai, Tahun 2025
 Tabel I.1 menggambarkan capaian kinerja organiasi pada Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai pada tahun 2023. Jika ditelaah secara khusus pada program-program yang tidak terealisasi sesuai target, terdapat beberapa kegiatan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan.
Pada Seksi Pemerintahan, kegiatan penanganan pengaduan masyarakat terealisasi sebanyak 102 pengaduan sementara target pengaduan yang ditetapkan nihil. Kondisi ini menunjukkan bahwa respons terhadap aspirasi dan keluhan masyarakat masih belum optimal. Idealnya, semakin baik kinerja suatu organisasi, maka jumlah pengaduan dari masyarakat akan semakin sedikit bahkan tidak ada. Namun, dalam praktiknya masih terdapat pengaduan, yang mencerminkan adanya permasalahan dalam mekanisme pelayanan maupun penanganan keluhan.
Selanjutnya, Seksi Ketentraman dan Ketertiban kegiatan yang belum tercapai yaitu kegiatan pembinaan Pos Kamling dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan hanya dilaksanakan 1 kali dari target 2 kali. Selain itu, pemantauan ke lapangan rawan kebakaran hanya dilakukan sebanyak 2 kali dari target 3 kali, serta kegiatan sosialisasi pencegahan penyakit masyarakat dan narkoba hanya terealisasi 1 kali dari target 2 kali. 
Selain melihat data kuantitatif dan dokumen Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai, penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa pejabat dan pegawai Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai untuk mengetahui lebih dalam mengenai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program kerja.
Pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat, kegiatan bimbingan teknis (BIMTEK) administrasi PKK hanya dilaksanakan 1 kali dari target 2 kali dan Sosialisasi Keluarga Tanggap dan tangguh bencana TP-PKK Kecamatan Bukit Kapur yang dilaksanakan 1 kali dri target 2 kali pelaksanan. Kemudian penulis melakukan wawancara yang lakukan pada Hari Selasa, 11 Februari 2025 dengan Ibu Zuraiza Jaz, S.Pd., sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat adapun jawaban yang diberikan yaitu:
"Kami sebenarnya sudah berusaha menjalankan program sesuai target, namun ada beberapa kendala seperti kurangnya anggaran sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak dapat berjalan dengan maksimal. Diharapkan di tahun berikutnya, ada peningkatan dalam sosialisasi dan dukungan anggaran agar lebih banyak program yang bisa direalisasikan."  

Penulis juga melalukan wawancara kepada Bapak Hendri Benny, S.Pi,M. Si., sebagai Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mengenai kegiatan pembinaan Pos Kamling dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan, pemantauan ke lapangan rawan kebakaran serta kegiatan sosialisasi pencegahan penyakit masyarakat dan narkoba. Adapun jawaban yang diberikan yaitu:
“Memang ada beberapa kegiatan yang belum berjalan sesuai rencana karena waktu yang terbatas dan ada jadwal lain yang harus diprioritaskan. Koordinasi dengan instansi terkait juga butuh waktu lebih lama. Apalagi wilayah Bukit Kapur ini rawan karhutla, jadi upaya pencegahannya butuh kerja sama lintas instansi, makanya kadang pelaksanaannya tidak bisa langsung sesuai target.” 

Kemudian untuk bidang kerja Seksi Pemerintahan, terdapat program kerja yang belum tercapai sesuai target, khususnya dalam hal penanganan pengaduan masyarakat. Untuk menggali informasi lebih lanjut, penulis melakukan wawancara dengan Ibu Nia Adrina, S.Sos., selaku Kepala Seksi Pemerintahan di mana beliau menyampaikan bahwa:
"Memang benar untuk kegiatan kinerja saya masih ada yang belum tercapai, tetapi itu hanya sedikit. Sedangkan yang berjalan sesuai rencana menurut saya sudah cukup banyak daripada yang tidak tercapai. Hal itu karena banyaknya pekerjaan lain yang saya kerjakan."
Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa kinerja organisasi di Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan waktu, jadwal yang berbenturan, dan koordinasi antar instansi yang memerlukan waktu lebih lama. 
Beberapa program kerja di berbagai seksi belum terealisasi secara optimal, yang menunjukkan perlunya perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Untuk itu, dibutuhkan strategi pengelolaan yang lebih efektif, peningkatan koordinasi, serta optimalisasi sistem kerja agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih baik.
Sejalan dengan visi dan misi, Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai tetap menjalankan fungsinya dengan menjaga suatu sistem ketertiban serta tanggung jawab pemberian pelayanan kepada masyarakat. Pencapaian kinerja Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai sangat bergantung pada efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan tugas pemerintahan serta memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Sebagai unit pemerintahan tingkat kecamatan, Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai memiliki peran strategis dalam memastikan berbagai layanan administratif berjalan dengan baik, termasuk pembuatan dokumen kependudukan, perizinan, serta berbagai surat keterangan. 
Keberhasilan kinerja diukur melalui indikator ketepatan waktu pelayanan, tingkat kepuasan masyarakat, serta kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Adapun alur pelayanan pada pelayanan pada Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai dapat dilihat melalui bagan berikut:



Bagan I.1
Alur Pelayanan pada Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai
Pemohon/
Masyarakat 
Meja Pelayanan 
Seksi Kesejahteraan Sosial 
Camat 
Seksi Pemerintahan 
Sekretaris Camat 












Sumber Data: Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai, Tahun 2025
Bagan I.1 yang menggambarkan alur pelayanan menunjukkan bahwa proses pelayanan di Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan untuk mencegah kesalahan dalam pelaksanaannya. Selain itu, masyarakat juga diwajibkan untuk melengkapi semua persyaratan sebelum mengajukan permohonan layanan. Setelah memastikan bahwa alur pelayanan di Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai diikuti dengan benar, langkah berikutnya adalah memperhatikan standar pelayanan administrasi publik yang berlaku di Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai. Standar ini menjadi pedoman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adapun standar operasional prosedur pelayanan publik pada Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel I.2
Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik pada Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai
	No
	Jenis Pelayanan
	Dasar Hukum
	Sistem Mekanisme Dan Prosedur Pelayanan
	Waktu Penyelesaian
	Biaya/Tarif

	1
	Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR)
	Peraturan Walikota Dumai Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Pertanahan Di Kecamatan Dan Kelurahan
	a. Pemohon mengajukan pembuatan surat tanah
b. Ditelaah dan diterima oleh petugas administrasi
c. Penelitian berkas dan penandatanganan pengantar
d. Penyampaian berkas kepada operator
e. Pengantrian data pemohon dan pencetakan dokumen
f. Dokumen yang sudah selesai diserahkan petugas administrasi untuk disampaikan kepada pemohon
	5 Hari
	Biaya blangko, materai, akomodasi dan transportasi petugas ukur serta biaya pengadaan dibebankan kepada pemohon

	2
	Surat Pindah 
	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Pasal 79a)
	a. Pemohon mengajukan pembuatan surat pindah
b. Ditelaah dan diterima oleh petugas Administrasi
c. Penelitian berkas dan penandatanganan pengantar
d. Penyampaian berkas kepada operator
e. Pengantrian data pemohon dan pencetakan dokumen dan Penelitian hasil cetak dokumen dan pembubuhan tanda tangan serta stempel dinas
f. Pengembalian berkas dan dokumen kepada petugas administrasi untuk disampaikan kepada pemohon
	10-30 Menit
	Gratis

	3
	Surat Keterangan Ahli Waris
	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
	a. Pemohon mengajukan permohonan surat ahli waris yang dikeluarkan oleh Kelurahan
b. Ditelaah dan diterima oleh petugas administrasi
c. Setelah kelengkapan berkas sudah sesuai petugas mengajukan kepada kasi, sekcam dan Camat Untuk ditandatangani
d. Petugas melakukan registrasi pada buku register
e. Berkas diserahkan kepada pemohon untuk dipergunakan sesuai kepentingan
	10-20 Menit
	Gratis

	4
	Surat Dispensasi Nikah
	1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Encatatan Nikah
	a. Petugas pencatat nikah dari Kelurahan datang ke kantor kecamatan dengan membawa berkas persyaratan
b. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan yang dibawa oleh petugas pencatat nikah
c. Jika persyaratan sudah sesuai maka petugas memproses surat dispensasi nikah, jika berkas persyaratan belum sesuai maka berkas dikembalikan kepada petugas pencatat nikah untuk dilengkapi
d. Petugas pencatat nikah menerima surat dispensasi nikah
	10-20 Menit
	Gratis


Sumber Data: Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai, Tahun 2025

Pada tabel I.2 merupakan standar operasional prosedur pelayanan publik yang diterapkan di Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai, yang mencakup jenis pelayanan, sistem mekanisme dan prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, dan biaya yang dikenakan. Sesuai dengan Surat Keputusan Camat Bukit Kapur Nomor IA Tahun 2024 Tentang Standar Pelayanan Administrasi Publik pada Kantor Camat Bukit Kapur, sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan tugasnya. 
Kepuasan masyarakat dalam menerima layanan menjadi tujuan utama dari keberhasilan penerapan pelayanan yang diberikan oleh Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai, dengan memastikan bahwa semua tugas dilaksanakan sesuai dengan standar kinerja yang berlaku. Selanjutnya, tabel berikut menunjukkan status masyarakat yang mengurus administrasi kependudukan di Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai.
Tabel I.3
Keadaan Masyarakat yang Mengurus Administrasi Kependudukan pada Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai
	No
	Bidang Kerja
	Jenis Pelayanan
	Waktu Penyelesaian
	Jumlah dan Tahun Pelayanan

	
	
	
	
	2023
	2024

	1
	Seksi Kesejahteraan Sosial
	Surat Keterangan Ahli Waris
	10-20 Menit
	105
	134

	
	
	Surat Dispensasi Nikah
	10-20 Menit
	99
	68

	2
	Seksi Pemerintahan
	SKGR
	5 Hari
	564
	434

	
	
	Surat Pindah
	10-30 Menit
	43
	34

	Jumlah
	811
	670


Sumber Data: Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai, Tahun 2025 
Tabel I.3 menunjukkan keadaan masyarakat yang mengurus administrasi kependudukan pada Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai pada tahun 2023 dan 2024. Dari data yang disajikan, terlihat bahwa total jumlah pelayanan mengalami penurunan dari 811 layanan pada 2023 menjadi 670 layanan pada 2024. 
Berdasarkan hasil observasi pada Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai masih ditemukan ketidaktepatan waktu penyelesaian pelayanan yang tidak sesuai standar waktu yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena terdapat pegawai yang tidak berada di kantor pada saat jam operasional pelayanan telah dibuka. Hal itu penulis Hal itu penulis perkuat dengan melakukan wawancara kepada Bapak Ns. Teguh Widodo, S.Kep., M.K.M., selaku Camat Bukit Kapur Kota Dumai, beliau menyampaikan:
“Untuk penyelesaian pelayanan, kami memang sudah menetapkan standar waktunya. Namun dalam pelaksanaannya, beberapa pelayanan tidak dilaksanakan sesuai standar yang ditetapkan. Hal ini sering terjadi karena pegawai tidak berada di tempat saat surat telah dibuat oleh staf bagian layanan. Saya pribadi juga tidak selalu berada di kantor karena ada pekerjaan lain di luar kantor.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa penyelesaian pelayanan pada Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai masih belum sepenuhnya berjalan tepat waktu. Hal ini disebabkan oleh ketidakhadiran pegawai di kantor saat jam pelayanan sudah dimulai. Untuk memperkuat temuan ini, penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat yang mengurus pelayanan di Kantor Camat Bukit Kapur, yaitu Ibu Ayu Ningsih. Beliau menyampaikan:
“Saya sudah datang ke kantor ini dari tadi pagi sekitar jam 09.00 WIB untuk mengurus surat pindah keluar Kota Dumai, namun pegawai yang bersangkutan belum ada di kantor. Saya menunggu sekitar 45 menit. Setelah itu saya diminta kembali lagi karena persyaratan yang saya bawa ternyata kurang. Saat saya datang kembali, saya diminta untuk menunggu karena pegawai yang bersangkutan belum dapat ditemui.”

Selain itu, penulis juga mewawancarai masyarakat lain bernama Ibu Tari Nurma. Beliau mengungkapkan:
“Ketika saya datang tadi pagi jam 08.00 WIB, sebagian besar pegawai belum hadir, hanya tenaga honorer yang sudah berada di tempat. Surat yang saya butuhkan memang selesai dibuat, tetapi saya harus menunggu cukup lama untuk proses penandatanganan agar surat tersebut bisa dikeluarkan.”
Berdasarkan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa pelayanan yang diberikan pegawai Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai masih belum optimal, hal ini dikarenakan adanya masyarakat yang mengeluh mengenai waktu penyelesaian yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dan masih terdapat kelemahan dalam kedisiplinan dan ketepatan waktu pegawai di Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai. Hal ini berdampak terhadap keterlambatan dalam penyelesaian pelayanan dan berpengaruh pada penilaian kinerja organisasi secara keseluruhan. 
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai dengan judul "Analisis Kinerja Organisasi pada Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai"
B. Perumusan Masalah
 	Dari uraian latar belakang di atas, ada beberapa gejala masalah yang mengarah kepada penelitian yang akan dilakukan lebih lanjut, yaitu:
1. Masih terdapat program kerja yang belum terealisasi sesuai dengan target kerja yang telah ditetapkan oleh Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai. Hal ini terlihat pada tabel I.1
2. Masih kurangnya ketepatan penyelesaian pelayanan yang diberikan oleh Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi.
Berdasarkan gejala-gejala masalah yang penulis uraikan di atas maka penulis merumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu "Bagaimana Kinerja Organisasi pada Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai?"
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan penelitian
a. Untuk mengetahui kinerja organisasi pada Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai. 
b. Untuk mengetahui hambatan kinerja organisasi pada Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai.
2. Kegunaan penelitian
a. Sebagai bahan masukan dan referensi bagi pihak terkait di Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai untuk meningkatkan efektivitas kinerja organisasi.
b. Sebagai kontribusi dalam pengembangan dan penerapan ilmu administrasi, khususnya dalam kajian Administrasi Negara.
c. Sebagai sumber informasi yang berguna bagi peneliti berikutnya yang memiliki fokus penelitian serupa.
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[bookmark: _Hlk210681223]BAB II
TELAAH PUSTAKA
A. Kerangka Teori
1. Kinerja 
Kinerja dapat diartikan sebagai cerminan tingkat keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi utamanya guna mencapai sasaran, tujuan, visi, serta misinya (Juru et al., 2022).
Mangkunegara (Juru et al., 2022) mendefinisikan kinerja (prestasi kerja) sebagai hasil kerja baik secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 
Menurut Wibowo (Kristen & Wacana, 2022) menjelaskan bahwa kinerja organisasi merupakan hasil dari berbagai faktor, termasuk struktur organisasi, pengetahuan, sumber daya non-manusia, posisi strategis, dan proses sumber daya manusia
Bernardin (Sholihah, 2021) menyatakan bahwa kinerja adalah catatan hasil yang dihasilkan dari fungsi pekerjaan tertentu atau aktivitas tertentu dalam periode waktu tertentu.  
Menurut Teguh Sulistiyani (Nurrahman & Rahmadanita, 2022) kinerja seseorang merupakan gabungan dari kemampuan, usaha, dan kesempatan yang dapat dievaluasi berdasarkan hasil kerja yang diperoleh.

Mukaror  (Gutama et al., 2022) seccara sederhana mendefinisikan  
[bookmark: _Hlk206066307]kinerja sebagai prestasi kerja atau hasil dari pelaksanaan pekerjaan. Istlah “kinerja” berasal dari kata "performance".
Kinerja didefinisikan sebagai catatan hasil yang diperoleh serta fungsi pekerjaan atau kegiatan tertentu yang dilakukan selama periode waktu tertentu. Pendapat ini dapat diartikan bahwa kinerja adalah alat untuk mengukur fungsi pekerjaan tertentu yang dikerjakan oleh pegawai selama periode waktu tertentu, dengan tujuan untuk mengetahui apakah ada penurunan atau peningkatan (Gutama et al., 2022).
Menurut Rogers (Ariany & Putera, 2023) kinerja diartikan sebagai hasil kerja (outcomes of work) yang memiliki keterkaitan erat dengan pencapaian tujuan strategis organisasi, kepuasan pelanggan, serta kontribusi terhadap aspek ekonomi.
Menurut Mahsun (Rahmawati & Suwitri, 2021) kinerja diartikan sebagai gambaran tentang tingkat pencapaian dalam melaksanakan suatu kegiatan, program, atau kebijakan dalam mencapai tujuan, sasaran, visi, dan misi organisasi yang tertuang dalam perencanaan strategis organisasi.
Menurut Sinambela (Erlianti & Fajrin, 2021), kinerja merupakan hasil kerja yang dihasilkan oleh individu atau kelompok pegawai dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki. Kinerja ini bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara yang sah, tidak melanggar hukum, serta sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika.
Menurut Prawirosentono (Pahira & Rinaldy, 2023), kinerja merupakan hasil yang dicapai oleh individu atau kelompok dalam suatu organisasi, sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang diberikan, dengan tujuan mendukung tercapainya tujuan organisasi. Kinerja ini harus dilaksanakan secara legal, tidak melanggar hukum, serta mematuhi nilai-nilai moral dan etika. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja adalah hasil dari proses kerja yang dilakukan oleh organisasi terhadap pegawai, baik secara individu maupun kelompok, untuk menghasilkan barang atau jasa yang sah serta sesuai dengan norma dan etika yang berlaku dalam lingkungan masyarakat.  
Sementara itu, Yuwono menyatakan bahwa pengukuran kinerja adalah proses mencatat dan mengevaluasi pencapaian pelaksanaan kegiatan yang diarahkan pada tercapainya tujuan organisasi melalui hasil yang diwujudkan, baik berupa produk, jasa, maupun proses (Dawali, 2024).
Menurut Maier (Dawali, 2024) kinerja didefinisikan sebagai keberhasilan seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Porter dan Lawler menjelaskan lebih lanjut bahwa kinerja adalah "pencapaian peran yang berhasil" (successful role achievement), yang mencerminkan hasil yang diperoleh dari tindakan seseorang.  
Menurut Soesilo (Dawali, 2024) menyatakan bahwa kinerja suatu organisasi dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut:  
a. Struktur organisasi, yang mengacu pada hubungan internal yang terkait dengan peran dan fungsi yang melaksanakan aktivitas organisasi.  
b. Kebijakan manajemen, yang mencakup visi dan misi organisasi.  
c. Sumber daya manusia, yang berkaitan dengan kualitas karyawan dalam bekerja dan berkarya secara optimal.  
d. Sistem informasi manajemen, yang berkaitan dengan penggunaan basis data untuk meningkatkan kinerja organisasi.
e. Sarana dan prasarana yang berkaitan dengan penggunaan teknologi memiliki peran penting dalam operasional suatu organisasi dan aktivitasnya.  
Meningkatnya kinerja dalam sebuah organisasi atau instansi pemerintah itu sendiri dalam memaksimalkan suatu kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Berhasil tidaknya tujuan dan cita-cita dalam organisasi pemerintahan ergantung bagaimana proses kinerja di laksanakan. Kinerja pegawai tidak lepas dari faktor-faktor yang merpengaruhi sehingga dapat menentukan kinerja organisasi, berikut faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai sebagaimana yang dikemukakan oleh Keith Davis (Nurrahman & Rahmadanita, 2022) yaitu:
1. Faktor kemampuan Ability. Secara psikologi, kemampuan ability terdiri dari kemampuan potensi IQ dan kemampuan kemampuan reality knowledge+skill. Artinya pimpinan dan karyawan yang memiliki IQ superior, very superior. Gifted dan genius dengan Pendidikan yang memadai untuk jabatan dan terampil dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari maka akan mudah menjalankan kinerja maksimal.
2. Faktor motivasi (Motivation) didefinisikan sebagai sikap pemimpin dan karyawan terhadap situasi kerja di lingkungan organisasi mereka. Mereka yang memiliki sikap positif terhadap lingkungan kerjanya cenderung menunjukkan motivasi yang tinggi, sedangkan mereka yang memiliki sikap negatif cenderung menunjukkan motivasi kerja yang rendah. Situasi kerja ini mencakup faktor-faktor seperti hubungan kerja, fasilitas, iklim kerja, kebijakan kepemimpinan, gaya kepemimpinan, dan kondisi kerja.
Lebih lanjut, Wibowo (Kristen & Wacana, 2022) menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan agar sebuah organisasi dapat mencapai kinerja yang baik. Faktor-faktor tersebut meliputi kejelasan tujuan dan nilai, manajemen strategis, manajemen sumber daya manusia, pengembangan organisasi, konteks organisasi, desain pekerjaan, fungsionalisasi, budaya, dan kerja sama.  
Menurut Hidayat N (Pahira & Rinaldy, 2023) kinerja suatu instansi dalam melaksanakan tugas selama periode tertentu dapat meningkat secara efektif dan efisien apabila:  
1. Keluaran (output) mengacu pada hasil dari suatu kegiatan, baik yang bersifat fisik maupun nonfisik, yang diharapkan dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.  
2. Hasil adalah mengukur pencapaian yang terjadi akibat pelayanan yang diberikan, yaitu segala hal yang menunjukkan efektivitas keluaran kegiatan dalam jangka menengah (dampak langsung). Oleh karena itu, setiap kegiatan yang dilakukan dalam jangka menengah harus mampu memberikan efek langsung dari pelaksanaannya.  
3. Hubungan antara usaha dan pencapaian adalah indikator efisiensi yang mengukur keterkaitan antara upaya yang dilakukan dengan keluaran yang mengukur keterkaitan antara upaya yang dilakukan dengan keluaran yang dihasilkan dari pelayanan.  
Menurut Dwiyanto (Jannah et al., 2021) penilaian kinerja adalah aktivitas yang sangat penting untuk digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai misinya. 
2. Organisasi
Menurut Mulyadi (Yuliana et al., 2020) organisasi pada dasarnya merupakan kumpulan individu yang saling bergantung satu sama lain dan secara kolektif berupaya untuk mencapai tujuan tertentu atau menyelesaikan tugas tertentu. 
Robbins (Rahmawati & Suwitri, 2021) menyatakan bahwa organisasi adalah suatu kesatuan sosial yang secara sadar dikoordinasikan, dengan batasan yang dapat dikenali secara relatif, yang beroperasi secara berkesinambungan untuk mencapai tujuan tertentu.  
Organisasi adalah suatu kesatuan sosial yang secara sadar dikoordinasikan, dengan batasan yang dapat dikenali secara relatif, yang beroperasi secara berkesinambungan untuk mencapai tujuan tertentu (Pahira & Rinaldy, 2023).
Menurut Sinambela (2018), organisasi adalah bentuk kerjasama formal antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam organisasi ini, terdapat hubungan antara pemimpin dan bawahan, di mana keduanya saling terikat dalam suatu persekutuan. 
Organisasi adalah wadah atau sarana tempat individu-individu bekerja sama dalam upaya mencapai tujuan tertentu. Dalam wadah tersebut, tugas, wewenang, tanggung jawab, hubungan kerja, serta tata kerja setiap orang harus ditentukan secara jelas untuk mendukung kelancaran operasional. (Juru et al., 2022).
Menurut Handayaningrat (Lamirin et al., 2023) Ciri-ciri organisasi yaitu sebgai berikut: 
1. Keberadaan sebuah kelompok orang yang dapat diidentifikasi dengan jelas.
2. Terdapat berbagai jenis kegiatan yang berbeda, namun saling berhubungan dan membentuk suatu kesatuan usaha atau aktivitas yang saling bergantung.
3. Setiap anggota organisasi berkontribusi melalui usaha atau tenaganya.
4. Tersedianya sistem kewenangan, koordinasi, dan pengawasan untuk mendukung kelancaran organisasi.
5. Adanya tujuan yang menjadi arah dari seluruh aktivitas organisasi.
Selanjutnya, (Lamirin et al., 2023) terdapat unsur-unsur yang membentuk organisasi meliputi:
1. Manusia (Man), yaitu individu-individu yang terlibat dalam organisasi, sering kali disebut sebagai pegawai atau personel.
2. Kerja sama, yakni tindakan saling membantu atau kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah disepakati.
3. Tujuan bersama, yaitu sasaran atau arah yang ingin dicapai, yang dijelaskan melalui prosedur, program, pola kerja (network), kebijakan (policy), strategi, anggaran (budgeting), serta peraturan-peraturan yang telah dirancang.
4. Peralatan (Equipment), yang mencakup semua sarana fisik seperti materi, mesin, uang, dan aset lain seperti tanah, gedung, atau kantor.
5. Lingkungan (Environment), yaitu kondisi atau keadaan di sekitar organisasi yang dapat memengaruhi kinerjanya.
6. Sumber daya alam, seperti iklim, udara, air, cuaca, tumbuhan, dan hewan, yang dapat menjadi faktor pendukung dalam organisasi.
7. Kerangka atau konstruksi mental organisasi, berupa prinsip-prinsip dasar yang menjadi fondasi dalam menjalankan organisasi.
Organisasi didefinisikan sebagai sebuah entitas sosial yang terkoordinasi secara sadar, memiliki batasan yang relatif mudah dikenali, dan beroperasi secara berkelanjutan untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama (Rahmawati & Suwitri, 2021).
3. Kinerja Organisasi
Kinerja organisasi adalah hasil total yang dicapai oleh sebuah organisasi. Pencapaian tujuan organisasi menunjukkan bahwa kinerja organisasi tersebut telah memenuhi tujuan yang didasarkan pada target yang telah ditetapkan sebelumnya (Lamirin et al., 2023).
Rummler dan Brache (Gutama et al., 2022) menyatakan bahwa kinerja organisasi adalah pencapaian hasil (outcome) pada tingkat atau unit analisis organisasi. Kinerja pada tingkat organisasi berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi, serta perancangan dan pengelolaan organisasi tersebut.
Mahmudi (Pahira & Rinaldy, 2023) menambahkan bahwa pengukuran kinerja adalah proses penilaian terhadap kemajuan kerja dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Penilaian ini mencakup efisiensi dalam penggunaan sumber daya untuk menghasilkan barang atau jasa, kualitas barang atau jasa tersebut, perbandingan hasil dengan target yang ditetapkan, serta efektivitas tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. 
Menurut Kamil (Puteri & Nurmala, 2023) mendefinisikan kinerja organisasi sebagai gambaran tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi yang bertujuan untuk mencapai sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi tersebut.
Menurut Slamet (Wartini, 2020) penilaian kinerja adalah proses evaluasi untuk menilai sejauh mana seorang pekerja mampu menyelesaikan tugasnya berdasarkan standar yang telah ditetapkan, kemudian hasil penilaian tersebut dikomunikasikan kepada pekerja. Dalam sebuah organisasi, menilai kinerja pegawai merupakan salah satu tanggung jawab utama seorang manajer. 
Kinerja organisasi sektor publik merupakan hasil kerja yang dihasilkan oleh sekelompok individu dalam suatu organisasi publik sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan kewenangan dan tanggung jawab tersebut, diharapkan aparatur organisasi sektor publik dapat memberikan pelayanan prima yang dibutuhkan oleh masyarakat (Triyanto, 2021).
Menurut Jerry Harbour (Sudarmanto, 2014) kinerja organisasi dapat diukur dengan menggunakan enam aspek utama, yaitu:  
1. Produktivitas merupakan kemampuan organisasi dalam menciptakan barang atau jasa.  
2. Kualitas adalah tingkat kesesuaian produk atau jasa yang dihasilkan dengan standar kualitas yang telah ditentukan.  
3. Ketepatan waktu dikatakan sebagai durasi yang diperlukan untuk menghasilkan produk atau jasa.  
4. Siklus waktu, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap tahap proses hingga barang atau jasa tersebut diterima oleh konsumen.  
5. Pemanfaatan sumber daya, dengan penggunaan sumber daya dalam proses produksi barang atau jasa.  
6. Biaya, besarnya anggaran yang dikeluarkan dalam proses menghasilkan barang atau jasa tersebut. 
Menurut Syafrizal (2009), pelaksanaan kinerja organisasi yang efektif dan efisien dapat diukur menggunakan beberapa indikator utama, yaitu:  
1. Masukan (Input)  
2. Keluaran (Output)  
3. Hasil (Outcome)  
4. Manfaat (Benefits)  
5. Dampak (Impacts)  
Dalam pengukuran kinerja organisasi, John Miner (Eni, 2023) mengemukakan empat dimensi yang dapat dijadikan sebagai indikator untuk menilai kinerja, yaitu:
1. Kualitas, yang mencakup tingkat kesalahan, kerusakan, dan ketelitian.
2. Kuantitas, yang mengacu pada jumlah pekerjaan yang diselesaikan.
3. Pengelolaan waktu kerja, yang mencakup tingkat ketidakhadiran, keterlambatan, serta efektifitas waktu kerja.
4. Kemampuan bekerja sama dengan orang lain.
Selanjutnya, menurut Rummler dan Brache (Yuliana et al., 2020) kinerja organisasi dapat diartikan sebagai pencapaian hasil (outcome) pada tingkat atau unit analisis organisasi.  
Menurut Sinambela (2018), kinerja organisasi dapat dilihat dari empat indikator sebagai berikut:
a. Produktivitas
Produktivitas mengacu pada hubungan antara input dan output. Dalam konteks ini, masyarakat mengharapkan pemerintah untuk mampu memberikan hasil yang optimal meskipun dengan sumber daya yang terbatas. Input yang diukur meliputi tenaga kerja, materi, dan modal, sementara output mencakup hasil kerja unit dan produk-produk pekerjaan serta pelayanan yang diberikan.
b. Responsivitas  
Responsivitas berkaitan dengan pertanggungjawaban dari sisi penerima pelayanan. Organisasi publik diukur dari seberapa cepat dan tepat mereka merespons permasalahan, kebutuhan, keluhan, dan aspirasi masyarakat.
c. Responsibilitas
Responsibilitas merujuk pada standar kompetensi teknis yang dimiliki oleh administrator publik dalam menjalankan tugasnya. Organisasi publik dianggap memiliki responsibilitas apabila memiliki standar profesionalisme atau kompetensi yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya.
d. Akuntabilitas 
Akuntabilitas menyatakan bahwa pegawai pemerintah harus bertanggung jawab terhadap publik. Akuntabilitas melengkapi responsibilitas dengan penekanan yang berbeda, di mana birokrasi diatur oleh undang-undang yang disahkan oleh DPR dan Presiden. Hal ini juga menunjukkan bahwa publik memiliki kontrol yang kuat terhadap pegawai pemerintah dalam menjalankan tugasnya.	
Menurut Dwiyanto (Juru et al., 2022) kinerja organisasi sebagai efektivitas organisasi secara menyeluruh dalam memenuhi kebutuhan yang ditetapkan oleh setiap kelompok terkait melalui upaya sistemik dan peningkatan kemampuan organisasi secara berkelanjutan untuk mencapai kebutuhan tersebut secara efektif. 
Dwiyanto (Sudarmanto, 2014) mengemukakan terdapat lima indikator untuk mengukur kinerja organisasi, yaitu:  
a. Produktivitas, dengan mengukur tingkat efesiensi, efektivitas pelayanan, dan tingkat pelayanan publik dalam rangka mencapai hasil yang diharapkan.
b. Kualitas layanan, dengan mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.
c. Responsivitas, dengan mengukur kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
d. Responsibilitas, menjelaskan/mengukur kesesuaian pelaksanaan kegiatan organisasi publik yang dilakukan dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi.
e. Akuntabilitas, seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat, atau ukuran yang menunjukkan tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang ada di masyarakat atau yang dimiliki para stakeholders.
Kumorotomo (Sudarmanto, 2014) merumuskan empat indikator penilaian terhadap kinerja organisasi, yaitu:
a. Efisiensi 
Efisiensi berkaitan dengan pertimbangan mengenai keberhasilan organisasi dalam memberikan pelayanan publik, dengan memanfaatkan faktor-faktor produksi secara optimal dan memperhatikan rasionalitas ekonomi dalam pelaksanaannya.
b. Efektivitas
Efektivitas mencakup rasionalitas teknis, nilai-nilai, misi, tujuan organisasi, serta fungsi-fungsi yang dijalankan oleh organisasi sebagai agen pembangunan.
c. Keadilan
Keadilan berhubungan dengan distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan oleh organisasi pelayanan publik, memastikan bahwa layanan tersebut dapat diakses secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat.
d. Daya Tanggap
Daya tanggap mengacu pada kemampuan organisasi untuk merespons kebutuhan vital masyarakat dengan cepat dan memberikan solusi yang dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.
B. Operasional Variabel Penelitian
Untuk membahas topik penelitian secara lebih terstruktur dan memberikan panduan yang jelas, penulis menyusun beberapa konsep yang akan menjadi acuan dalam menganalisis dan mencapai tujuan penelitian ini. Konsep-konsep tersebut antara lain:
1. Analisis
Yang dimaksud dengan analisis dalam penelitian ini adalah kajian yang lebih mendalam yang menghubungkan konsep teori dengan penerapan kinerja organisasi pada Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai. Proses analisis ini dilakukan dengan memecah topik tersebut menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, sehingga lebih mudah untuk dipahami dan dianalisis secara komprehensif.
2. Kinerja
Kinerja, dalam penelitian ini, diartikan sebagai hasil kerja yang dicapai melalui berbagai usaha yang dilakukan oleh individu, kelompok, ataupun organisasi (dalam hal ini, Kantor Camat Bukit Kapur). Usaha tersebut, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung, ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi.
3. Organisasi
Organisasi dalam penelitian ini mengacu pada Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai, yang berfungsi sebagai wadah bagi para pemimpin dan pegawai dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan organisasi. Kantor ini menjadi tempat berbagai aktivitas administratif dan pelayanan publik dilakukan guna memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.
4. Kinerja Organisasi  
Kinerja organisasi dalam penelitian ini diartikan sebagai hasil yang dicapai melalui perilaku anggota organisasi dalam melaksanakan program kerja yang telah dirancang oleh Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai. Kinerja ini mencakup seluruh upaya yang dilakukan oleh individu dan kelompok di dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Indikator Kinerja Organisasi yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada pendapat Dwiyanto (Sudarmanto, 2014). Indikator ini penting untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam penggunaan konsep teori dalam penelitian ini. Untuk itu, penulis akan menjelaskan beberapa konsep yang akan dioperasionalkan di lapangan, yaitu: Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas. Adapun penjelasan mengenai operasional variabel dari masing-masing indikator tersebut adalah sebagai berikut:
1. Produktivitas 
Yang dimaksud dengan produktivitas dalam penelitian ini adalah kemampuan pegawai Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai dalam memanfaatkan sumber daya secara optimal untuk mencapai hasil kerja yang maksimal dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Untuk mengukur kinerja organisasi melalui indikator produktivitas dalam penelitian ini, dapat dilihat dari sub-indikator sebagai berikut:
a. Adanya kemampuan pegawai Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai dalam mencapai target kerja yang telah ditetapkan.
b. Adanya pemanfaatan waktu kerja secara efesien dalam melaksanakan tugas.
c. [bookmark: _Hlk205188598]Adanya kesesuaian capaian hasil kerja berdasarkan bidang kerja. 
2. Kualitas Layanan
Yang dimaksud kualitas layanan dalam penelitian ini adalah adanya kemampuan pegawai Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai memahami petunjuk kerja dalam melayani dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).
Untuk melihat kinerja organisasi melalui indikator kualitas layanan dalam penelitian ini dapat dilihat sub indikator:
a. [bookmark: _Hlk205458953]Adanya pemahaman pegawai Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai terhadap prosedur kerja dalam menjalankan fungsi layanan.
b. Adanya kemampuan pegawai Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai dalam melaksanakan fungsi pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
c. Adanya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas.
3. [bookmark: _Hlk205189033]Responsivitas 
Yang dimaksud dengan responsivitas dalam penelitian ini adalah kemampuan pegawai Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai dalam menyesuaikan dinamika pekerjaan, perubahan kebijakan, menentukan skala proritas pekerjaan serta bertindakan cepat dalam menghadapi hambatan kerja
Untuk mengukur kinerja organisasi melalui indikator responsivitas dalam penelitian ini, dapat dilihat dari sub-indikator sebagai berikut:
a. Adanya kemampuan pegawai Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai dalam menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan dan aturan kerja.
b. [bookmark: _Hlk205495004]Adanya kemampuan pegawai Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai dalam menentukan skala proritas pekerjaan.
c. Adanya tindakan cepat pegawai Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai dalam menghadapi hambatan atau kendala dalam pelaksanaan tugas.
4. Responsibilitas
[bookmark: _Hlk205193343]Yang dimaksud dengan responsibilitas dalam penelitian ini adalah sejauh mana pegawai Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ketentuan kerja yang berlaku dan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang berlaku. 
Untuk mengukur kinerja organisasi melalui indikator responsibilitas dalam penelitian ini, dapat   dilihat dari sub-indikator sebagai berikut:
a. Adanya penerapan prinsip-prinsip administrasi publik dalam pelaksanaan tugas.
b. Adanya kemampuan pegawai Camat Bukit Kapur Kota Dumai menyelesaikan tugas dan fungsi sesuai beban kerja.
c. Adanya penerapan etika kerja serta sikap integritas dalam melaksanakan pekerjaan. 
5. [bookmark: _Hlk205195669]Akuntabilitas   
Yang dimaksud dengan akuntabilitas dalam penelitian ini adalah sejauh mana pegawai Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai dapat mempertanggungjawabkan hasil kerja dengan penggunaan sumber daya  secara terbuka dan transparan kepada atasan atau pihak yang berwenang.
Untuk mengukur kinerja organisasi melalui indikator akuntabilitas dalam penelitian ini, dapat dilihat dari sub-indikator sebagai berikut:  
a. Adanya penyusunan laporan pertanggungjawaban secara berkala atas pelaksanaan tugas.
b. Adanya transparansi dalam pelaksanaan program/kegiatan dan penggunaan sumber daya.
c. Adanya pelaksanaan tugas pegawai Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Untuk setiap sub-indikator di atas, akan dijadikan sebagai item pernyataan dengan kriteria jawaban sebagai berikut:  
1. Sangat Baik	:	diberi skor 4
2. Baik 	:	diberi skor 3  
3. Cukup baik 	:	diberi skor 2  
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4. Tidak baik 	:	diberi skor 1
[bookmark: _Hlk206065611]BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai, yang berlokasi di Jalan Agenda, Kelurahan Bukit Nenas. Lokasi ini dipilih karena Kantor Camat Bukit Kapur merupakan salah satu instansi pemerintah yang berperan dalam melaksanakan tugas serta fungsinya sebagai penyelenggara pelayanan publik. 
Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti, terdapat beberapa permasalahan pada Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai, seperti masih terdapatnya program kerja yang belum terealisasi sesuai dengan target kerja yang telah ditetapkan oleh Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai dan masih kurangnya ketepatan penyelesaian pelayanan yang diberikan oleh Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi.
 Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan tersebut secara mendalam.
B. Populasi dan Sampel
Menurut Nawawi (Pasalong, 2016) populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang dapat berupa manusia, gejala, peristiwa, dan sebagainya, yang memiliki karakteristik relevan dengan penelitian. 


Sedangkan menurut Hadi (Pasalong, 2016) populasi adalah seluruh individu yang menjadi sasaran generalisasi berdasarkan hasil dari sampel 
yang ditelitii. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi penelitian adalah seluruh pegawai yang ada di Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai.
Sementara itu, Nawawi (Pasalong, 2016) menyatakan bahwa sampel adalah bagian dari populasi yang digunakan sebagai sumber data utama dalam penelitian. Dengan kata lain, sampel adalah sebagian kecil populasi yang dianggap mampu mewakili keseluruhan populasi.  
Penulis menggunakan teknik sampling jenuh, yaitu teknik pengambilan sampel yang melibatkan seluruh anggota populasi sebagai responden. Teknik ini sesuai dengan pendapat Sugiyono (2018), yang menyatakan bahwa sampling jenuh adalah teknik pengambilan sampel dimana seluruh anggota populasi dijadikan sampel. Dengan kata lain, teknik ini juga dikenal sebagai sensus karena semua individu dalam populasi dilibatkan dalam penelitian.
Mengingat jumlah pegawai dan TKPK yang bekerja di Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai relatif kecil, maka seluruhnya dijadikan sebagai sampel penelitian. Informasi mengenai populasi dan sampel tersebut dapat dilihat secara lebih rinci pada tabel berikut ini:






Tabel III.1
Keadaan Populasi dan Sampel Penelitian Pada Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai
	No
	Bagian Kerja
	Populasi (orang)
	Sampel (orang)
	Persentase (%)

	1
	Camat
	1
	1
	100%

	2
	Sekretaris Camat
	1
	1
	100%

	3
	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
	1
	1
	100%

	4
	Kepala Seksi Pemerintahan
	1
	1
	100%

	5
	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan
	1
	1
	100%

	6
	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	1
	1
	100%

	7
	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
	1
	1
	100%

	8
	Kepala Subbagian Perencanaan Keuangan dan Aset
	1
	1
	100%

	9
	Kepala Subbagian Tata Usaha
	1
	1
	100%

	10
	Tenaga Pelaksana (PNS)
	4
	4
	100%

	11
	TKPK
	18
	18
	100%

	Jumlah
	31
	31
	100%


Sumber Data: Kantor Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai, Tahun 2025
C. Jenis Data
Adapun jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder.
1. Data Primer
Menurut Pasalong (2016), data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh pengumpul data (peneliti) dari objek penelitiannya. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh untuk menganalisis kinerja organisasi di Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai. Data ini didapatkan melalui observasi langsung dan wawancara dengan pegawai atau pihak-pihak terkait. Pendekatan ini dilakukan dengan merujuk pada teori kinerja organisasi yang disampaikan oleh Dwiyanto (Sudarmanto, 2014), meliputi:  
a. Produktivitas
b. Kualitas Layanan
c. Responsivitas
d. Responsibilitas  
e. Akuntabilitas
2. Data Sekunder
Menurut Pasalong (2016), data sekunder adalah semua data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Data ini berkaitan dengan informasi yang diperlukan untuk penelitian di Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai. Adapun jenis data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi:  
a. Sejarah berdirinya Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai.  
b. Gambaran mengenai keadaan dan komposisi pegawai di Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai.  
c. Struktur organisasi dan Uraian tugas pokok dan fungsi di Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai.  
d. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai.
D. Teknik Pengumpulan Data
Berdasarkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, diperlukan data dan informasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan hasil yang valid. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:  
1. Observasi
Menurut Pasalong (2016), observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung yang dilakukan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang menjadi objek penelitian. Observasi digunakan apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dengan baik, dicatat secara sistematis, serta diuji reliabilitas dan validitasnya untuk menjamin keakuratan data.
2. Wawancara 
Menurut Pasalong (2016), wawancara adalah interaksi berupa tanya jawab antara dua pihak atau lebih yang dilakukan secara langsung. Dalam wawancara, pihak yang melakukan pertanyaan disebut interviewer, sedangkan pihak yang memberikan jawaban disebut interviewee. Wawancara ini dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai kebutuhan penelitian.  
3. Kuesioner 
Menurut Pasalong (2016), kuesioner adalah metode pengumpulan data menggunakan daftar pertanyaan yang diisi secara mandiri oleh responden. Teknik ini memanfaatkan peran aktif responden dalam memperoleh data yang dibutuhkan untuk penelitian.
E. Analisa Data
Analisis data merupakan tahap setelah seluruh data terkumpul, yang meliputi pengelompokan berdasarkan variabel dan kategori responden, penyajian data, serta perhitungan untuk menjawab rumusan masalah.
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik statistic deskriptif, pernyataan atau pertanyaan dalam kuesioner diukur dengan menggunakan rating scale. Data disajikan dalam format angka, dan di analisis menggunaan statistik deskriptif. Menurut (Sugiyono, 2018) rating scale merupakan data mentah yang diperoleh dalam bentuk angka dan ditafsirkan secara kualitatif. 
Untuk analisis kuantitatif, instrumen penelitian dirancang dalam bentuk kuesioner dengan pengaturan nilai pada setiap respons yang diberikan. Jawaban responden pada setiap indikator kemudian dihitung untuk mengetahui jumlah responden yang memberikan penilaian pada masing-masing indikator. Hasil penelitian selanjutnya dikategorikan ke dalam empat tingkatan, yaitu Sangat Baik, Baik, Cukup Baik, dan Tidak Baik. 
Selanjutnya, untuk mengetahui hasil penilaian dari tiap variabel dan indikator yang digunakan, dilakukan pengukuran dengan skala interval agar dapat dianalisis bagaimana tanggapan responden terhadap variabel yang diteliti. Jumlah sampel penulis sebanyak 31 orang, rencana pertanyan yang akan diajukan sebanyak 3 (tiga) pertanyaan dalam satu indikator. 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua teknik penyajian data, yaitu diagram pie untuk menunjukkan persentase tanggapan responden pada setiap kategori penilaian, dan grafik bubble untuk menggambarkan skor tanggapan responden agar hasil pengukuran dapat ditampilkan secara visual serta lebih mudah dipahami. Selanjutnya, interval untuk setiap indikator ditentukan sebagai berikut:
1. Pengukuran untuk setiap indikator penelitian 
Untuk menentukan kategori terhadap setiap indikator penelitian ditentukan dengan rumusan yang dikemukakan oleh Lind et al (Zulganef, 2013) maka langkan awal yang dilakukan adalah dengan menghitung skor tertinggi dan terendah sebagai berikut:
a. Skor Tertinggi 	: 	4 x 3 x 31 = 372
b. Skor Terendah 	:	1 x 3 x 31 = 93
Selanjutnya untuk menentukan interval kelas (i) atau lebar kelas menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Lind et al (Zulganef, 2013) yaitu:
	Dimana:
	H = Nilai data tertinggi (372)
	L = Nilai data terendah (93)
	K = Jumlah kelas (4)
Berdasarkan hal tersebut maka ditentukan interval skor sebagai berikut:  




Maka penentuan skor untuk setiap indikator dalam penelitian ini akan dianalisis berdasarkan kategori skor sebagai berikut:
	Kategori Interval
	Skor

	Sangat Baik (SB)
	304 – 372

	Baik (B)
	234 – 303

	Cukup Baik (CB)
	164 – 233

	Tidak Baik (TB)
	93 – 163



 	Penetapan kategori skor untuk setiap indikator penelitian dapat dilihat berdasarkan Grafik Bubble berikut ini:

Jumlah Skor
93
163
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 B
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372
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2.  Pengukuran untuk variabel penelitian
Adapun jumlah sampel penulis sebanyak 31 orang, total pertanyaan yang akan diajukan ntuk mengetahui variabel penelitian adalah sebanyak 15 pertanyaan yang diperoleh dari 3 sub indikator untuk 5 indikator penelitian yang diteliti. Sehinga berdasarkan hal ini dapat diketahui skor tertinggi dan skor terendah untuk variabel penelitian sebagai berikut:
a. Skor Tertinggi 	: 	4 x 15 x 31 = 1860
b. Skor Terendah 	:	1 x 15 x 31 = 465
Selanjutnya untuk menentukan interval kelas (i) atau lebar kelas menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Lind et al (Zulganef, 2013) yaitu:
	Dimana:
	H = Nilai data tertinggi
	L = Nilai data terendah
	K = Jumlah kelas
Berdasarkan hal tersebut maka ditentukan interval skor sebagai berikut:  




Maka penentuan skor untuk setiap indikator dalam penelitian ini akan dianalisis berdasarkan kategori skor sebagai berikut:
	Kategori Interval
	Skor

	Sangat Baik (SB)
	1513 – 1860

	Baik (B)
	1164 – 1512

	Cukup Baik (CB)
	815 – 1163

	Tidak Baik (TB)
	465 – 814
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GAMBARAN UMUM KANTOR CAMAT BUKIT KAPUR KOTA DUMAI

A. Sejarah Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai
Kecamatan merupakan bagian dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berperan penting dalam memberikan pelayanan publik secara langsung kepada masyarakat. Sebagai ujung tombak pemerintahan, keberadaan kecamatan perlu menjadi perhatian baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Kecamatan Bukit Kapur merupakan salah satu kecamatan tertua di Kota Dumai, dengan luas wilayah daratan mencapai 200 km². Secara geografis, kecamatan ini terletak di bagian selatan Kota Dumai, dengan pusat pemerintahan atau ibu kota kecamatan berada di Kelurahan Bukit Nenas.
Kecamatan Bukit Kapur dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1979 pada tanggal 11 April 1979. Pada awalnya, wilayah ini hanya mencakup Desa Bagan Besar. Kemudian desa tersebut dimekarkan menjadi dua, yaitu Desa Bagan Besar dan Desa Bukit Kapur, yang akhirnya digabung kembali dan menjadi bagian dari Kecamatan Bukit Kapur di bawah wilayah Kabupaten Bengkalis. Saat itu, wilayah kecamatan terdiri atas sembilan desa dan satu kelurahan.


Melalui proses panjang dan pengkajian mendalam, pada tanggal 25 Maret 2019, Pemerintah Kota Dumai menetapkan pembentukan beberapa kelurahan baru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019. Di antaranya adalah yaituu Kelurahan Bagan Besar Timur, yang memiliki 9 RT 

dengan jumlah penduduk 5.081 jiwa; serta Kelurahan Bukit Kapur yang memiliki luas sekitar 51,51 km² dengan jumlah penduduk 7.625 jiwa yang tersebar di 15 RT. Selain itu, Kelurahan Sungai Geniot juga dibentuk dan dimasukkan ke dalam wilayah Kecamatan Sungai Sembilan. Hingga saat ini, Kecamatan Bukit Kapur terdiri atas tujuh kelurahan, yaitu:  
1. Bagan Besar  
2. Bukit Nenas  
3. Bukit Kayu Kapur  
4. Gurun Panjang  
5. Kampung Baru  
6. Bagan Besar Timur  
7. Bukit Kapur
Kecamatan Bukit Kapur terus berkembang dan memainkan peran penting dalam mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah di Kota Dumai.
B. Keadaan dan Komposisi Pegawai Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai
1. Keadaan dan komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan
Dalam setiap organisasi, keberadaan pegawai yang memiliki kualitas dan kemampuan kerja yang baik sangat diperlukan demi tercapainya tujuan organisasi. Salah satu faktor penting yang memengaruhi kualitas kinerja pegawai adalah tingkat pendidikan. Pendidikan tidak hanya terbatas pada pendidikan formal, tetapi juga mencakup berbagai pelatihan yang pernah diikuti untuk mengembangkan dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki pegawai.
Dengan tingkat pendidikan yang memadai, pegawai diharapkan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan harapan pimpinan. Oleh karena itu, untuk melihat gambaran komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan di Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai, dapat dilihat pada tabel berikut:
Table IV.1 
Keadaan dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai
	No
	Tingkat Pendidikan
	Pegawai
	Jumlah (Orang)
	Persentase

	
	
	PNS
	TKPK
	
	

	1
	S2
	2
	-
	2
	6,45

	2
	S1
	7
	6
	13
	41,93

	3
	D3
	-
	1
	1
	3,22

	4
	SMA/Sederajat
	4
	11
	15
	48,38

	Jumlah
	13
	18
	31
	100


Sumber Data: Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai, Tahun 2025
Berdasarkan Tabel IV.1 di atas menunjukkan komposisi pegawai Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai berdasarkan tingkat pendidikan terakhir. Dari total 31 orang pegawai, sebagian besar memiliki latar belakang pendidikan SMA sederajat, yaitu sebanyak 15 orang atau sebesar 48,39%. Kemudian diikuti oleh lulusan Strata Satu (S1) sebanyak 13 orang atau 41,94%, dan lulusan Strata Dua (S2) sebanyak 2 orang atau 6,45%. Sementara itu, hanya 1 orang yang memiliki latar belakang pendidikan Diploma Tiga (D3) atau sekitar 3,23%.
2. Keadaan dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian
Setiap pegawai dalam bekerja memiliki harapan untuk mencapai jenjang karir dan prestasi terbaik dalam memberikan kontribusi kepada organisasi. Oleh karena itu, peran pemimpin sangat penting dalam mendorong pegawai untuk mencapai kinerja dan partisipasi yang lebih baik dari waktu ke waktu. Status kepegawaian juga sangat menentukan kinerja organisasi.Untuk itu, untuk melihat keadaan dan komposisi pegawai berdasarkan status kepegawaian pada Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai, dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Table IV.2
Keadaan dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian pada Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai
	No
	Status Kepegawaian
	Jumlah
(Orang)
	Persentase

	1
	PNS (Pegawai Negeri Sipil)
	13
	41,93

	2
	TKPK/HONORER
	18
	58,06

	Jumlah
	31
	100


Sumber Data: Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai, Tahun 2025
Berdasarkan Tabel IV.2 di atas, dapat dijelaskan bahwa pegawai yang berstatus PNS berjumlah 13 orang dengan persentase 41,94%, sedangkan pegawai yang berstatus TKPK berjumlah 18 orang dengan persentase 56,06%.
3. Keadaan dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan
Keberadaan pegawai dalam menjalankan tugasnya tidak terlepas dari kedudukan pegawai tersebut di dalam instansi tempatnya bekerja. Kedudukan yang diperoleh oleh seorang pegawai disesuaikan dengan golongan serta tingkat kepangkatan yang didapatkan. Adapun untuk melihat keadaan dan komposisi pegawai berdasarkan pangkat/golongan pada Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai, dapat dilihat pada tabel berikut ini;
Table IV.3
Keadaan dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan pada Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai
	No
	Pangkat/Golongan
	Jumlah (Orang)
	Persentase

	1
	Pembina (IV/a)
	2
	6,45

	2
	Penata Tk.I (III/d)
	5
	16,12

	3
	Penata (III/c)
	1
	3,22

	4
	Penata Muda Tk.I (III/b)
	1
	3,22

	5
	Penata Muda (III/a)
	3
	9,67

	6
	Pengatur Tk.I (II/a)
	1
	3,22

	7
	TKPK
	18
	58,06

	Jumlah
	31
	100


Sumber Data: Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai, Tahun 2025
Tabel IV.3 menunjukkan keadaan dan komposisi pegawai berdasarkan pangkat/golongan di Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai pada tahun 2025. Dari total 31 pegawai, sebagian besar atau sebanyak 18 orang (58,06%) berstatus TKPK (Tenaga Kerja Kontrak Pemerintah), yang berarti bukan pegawai negeri sipil. Sementara itu, sisanya merupakan pegawai negeri sipil (PNS) dengan berbagai jenjang pangkat dan golongan.
Pangkat tertinggi diisi oleh pegawai dengan golongan Pembina (IV/a) sebanyak 2 orang (6,45%). Pangkat yang paling banyak dari kalangan PNS adalah Penata Tingkat I (III/d) sebanyak 5 orang (16,12%). Pangkat/golongan lainnya memiliki jumlah yang relatif sedikit, masing-masing hanya 1 hingga 3 orang dengan persentase di bawah 10%.
4. Keadaan dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Jumlah pegawai dan TKPK pada Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai berjumlah 31 orang. Adapun untuk melihat keadaan dan komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin pada Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai, dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Table IV.4
Keadaan dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
pada Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai
	No
	Jenis Kelamin
	Pegawai
	Jumlah (Orang)
	Persentase

	
	
	PNS
	TKPK
	
	

	1
	Laki-laki 
	7
	7
	14
	45,16

	2
	Perempuan 
	6
	11
	17
	54,83

	Jumlah 
	13
	18
	31
	100


Sumber Data: Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai, Tahun 2025
Tabel IV.4 menunjukkan keadaan dan komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin di Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai. Dari total 31 pegawai, terdapat 14 orang laki-laki (45,16%) dan 17 orang perempuan (54,83%). 
5. Keadaan dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Usia 
Pegawai di Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai memiliki rentang usia yang beragam. Variasi usia ini berpengaruh terhadap dinamika kerja, khususnya dalam menjalin hubungan kerja yang harmonis dan saling menghargai. 
Adapun untuk melihat keadaan dan komposisi pegawai berdasarkan usia pada Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai, dapat dilihat pada tabel berikut ini:




Table IV.5
Keadaan dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Usia pada Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai
	No
	Usia
	Pegawai
	Jumlah (Orang)
	Persentase

	
	
	PNS
	TKPK
	
	

	1
	21-30 Tahun
	3
	12
	15
	48,38

	2
	31-40 Tahun
	5
	4
	9
	29,03

	3
	41-50 Tahun
	4
	2
	6
	19,35

	4
	51-60 Tahun
	1
	-
	1
	3,22

	Jumlah 
	13
	18
	31
	100


Sumber Data: Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai, Tahun 2025
Tabel IV.5 menunjukkan komposisi pegawai di Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai berdasarkan tingkat usia. Dari total 31 pegawai, sebagian besar berada pada rentang usia 21–30 tahun sebanyak 15 orang (48,38%), yang didominasi oleh pegawai TKPK. Selanjutnya, usia 31–40 tahun sebanyak 9 orang (29,03%), usia 41–50 tahun sebanyak 6 orang (19,35%), dan hanya 1 orang (3,22%) yang berusia 51–60 tahun. 
C. Struktur Organisasi dan Rincian Tugas Pokok Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai
Dalam suatu instansi, langkah awal yang perlu dilakukan pimpinan adalah menetapkan tugas-tugas utama untuk mencapai tujuan organisasi. Tugas tersebut kemudian dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan disesuaikan dengan tanggung jawab masing-masing pegawai.
Mengacu pada Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan. Struktur organisasi kecamatan meliputi Camat, Sekretaris Camat, Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset, Subbagian Tata Usaha, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Ekonomi dan Pembangunan, serta Seksi Ketentraman dan Ketertiban. Adapun Struktur Organisasi pada Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai, dapat dilihat pada bagian berikut ini:
Bagan IV.1
Struktur Organisasi Kantor Camat Bukit Kapur Kota DumaiCAMAT
SEKRETARIS
SUBBAGIAN PERENCANAAN KEUANGAN DAN ASET
SUBBAGIAN TATA USAHA
SEKSI PEMERINTAHAN
SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL
SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
SEKSI KEENTRAMAN DAN KETERTIBAN
Kelompok jabatan fungsonal











Sumber Data: Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai, Tahun 2025
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai diatur melalui Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. Ketentuan ini akan dijelaskan lebih lanjut di bawah ini.
1. Camat
Camat memiliki tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah di bidang pemerintahan umum, pembangunan, dan kemasyarakatan.
Dalam melaksanakan tugasnya, Camat mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum; 
b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 
c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; 
d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Walikota (Perwako); 
e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; 
f. Mengoordinasikan kegiatan ekonomi dan pembangunan di tingkat Kecamatan; 
g. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan; 
h. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan; 
i. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN); 
j. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yagn menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan 
k. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sekretariat 
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perencanaan umum, pemprograman dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi penyusunan perundangan, pengelolaan barang milik negara dan kerumahtanggaan. 
Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menyelenggarakan fungsi: 
a. Pengoordinasian kegiatan kecamatan; 
b. Pengoordinasikan dan penyusunan rencana, program dan anggaran kecamatan; 
c. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi kecamatan; 
d. Penataan organisasi dan tata laksana; 
e. Penyelenggaraan penatausahaan administrasi PATEN; 
f. Penanggungjawab kesekretariatan/ketatausahaan penyelenggaraan PATEN; 
g. Pengoordinasiaan penyelenggarana administrasi berbasis informasi teknologi; 
h. Pengoordinasian dan penyusunanan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum; 
i. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan 
j. Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup fungsinya.
3. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran serta melakukan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara serta sarana program dilingkungan Kecamatan. 
Uraian tugas Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut: 
a. Menyiapkan pengumpulan bahan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyusunan rencana program dan anggaran, administrasi keuangan dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; 
b. Menyiapkan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan penyusunan rencana program dan anggaran, administrasi keuangan dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; 
c. Menyiapkan perumusan pedoman dan petunjuk teknis dalam penyusunan rencana program dan anggaran, administrasi keuangan, dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
d. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemacahan masalah sesuai linkup tugasnya; 
e. Melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan lingkup tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya; 
f. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan jangka panjang, menengah, pendek berupa rencana statejik organisasi; 
g. Menyiapkan bahan pelaksanaan analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan sesuai lingkup tugasnya; dan 
h. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
4. Subbagian Tata Usaha
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi. Uraian tugas Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut: 
a. Melakukan pengumpulan bahan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi; 
b. Menyiapkan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan bahan pemberian dukungan admnistrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi; 
c. Menyiapkan administrasi pegawai untuk mengikuti diklat struktural, teknis dan fungsional; 
d. Menyiapkan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
e. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dalam pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi; 
f. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah; 
g. Melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
h. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan dibidang organisasi dan tata laksana yang meliputi kelembagaan, ketatalaksanaan dan analisis jabatan; 
i. Menyiapkan bahan penyelenggaraan urusan surat menyurat/naskah dinas dan kearsipan; 
j. Menyiapkan bahan perpustakaan beserta penyelenggaraan, hubungan masyarakat dan protokol; dan 
k. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
5. Seksi Pemerintahan
Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik, kependudukan, hukum dan perundang-undangan, pertanahan, fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 
Uraian tugas Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut: 
a. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, pertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa serta pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; 
b. Merencanakan kegiatan urusan pemerintahan dan pelayanan umum; 
c. Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum; 
d. Merencanakan kegiatan seksi pemerintahan dan pelayanan umum pada kecamatan; 
e. Menyapkan bahan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja); 
f. Menyiapkan bahan pengusulan pemekaran/pemecahan dan penghapusan Kelurahan dan Kecamatan; 
g. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimka) bidang pemerintahan; 
h. Menyiapkan bahan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal serta Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tugas dan fungsinya urusan pemerintahan dan pelayanan umum;
i. Menyiapkan bahan penyusunan rupa-rupa bumi kecamatan;
j. Mengumpulkan bahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang menjadi tugas seksi pemerintahan dan pelayanan umum sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD; 
k. Menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) untuk pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan dan pelayanan umum pada kecamatan; 
l. Mengumpulkan bahan-bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Walikota dalam pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan dan pelayanan umum pada kecamatan sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Walikota; 
m. Mengumpulkan bahan-bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir tahun dan akhir masa jabatan Walikota atas pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan dan pelayanan umum pada kecamatan; 
n. Menyiapkan bahan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal lainnya dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan umum; 
o. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
p. Melaksanakan Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK); 
q. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan kecamatan dan kelurahan, kependudukan, pertanahan dan pelayanan umum; 
r. Melaksanakan koordinasi dan menyiapkan data pembuatan monografi kecamatan; 
s. Menyiapkan bahan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi pemerintahan Kelurahan, kependudukan, pertanahan dan pelayanan umum kelurahan; 
t. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan bidang pemerintahan dan pelayanan umum kelurahan; 
u. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja perangkat seksi pemerintahan kelurahan; 
v. Melaksanakan koordinasi terhadap urusan pemerintahan pemerintah/pemerintah provinsi/pemerintah Kota yang ditugas pembantuan kepada Kecamatan; 
w. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah yang dilimpahkan kepada Lurah; 
x. Menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Rukun Tetangga (RT) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK); 
y. Melakukan pengawasan dan pemeriksa terhadap pengelolaan administrasi pertanahan;
z. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap inventarisasi tanah, izin pemindahan hak atas tanah; 
aa. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pengkoordinasian pengumpulan data yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, organisasi kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan; 
ab. Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di tingkat Kecamatan; 
ac. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan; 
ad. Melaksanakan kegiatan pelayanan baik perizinan maupun non perizinan kepada masyarakat dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan; 
ae. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan publik pada kecamatan dan kelurahan; 
af. Melaksanakan evaluasi dan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan dan kelurahan; 
ag. Melaksanakan pelayanan permohonan surat keterangan pindah dan keterangan pindah datang penduduk;
ah. melaksanakan pelayanan permohonan surat pengantar pindah antar daerah dan antar provinsi; 
ai. Memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang pemerintahan dan pelayanan umum kepada atasan; 
aj. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data hasil kegiatan urusan pemerintahan dan pelayanan umum; 
ak. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; 
al. Mempelajari, memahami dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
am. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; 
an. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 
ao. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; 
ap. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; 
aq. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan Walikota kepada Camat dalam urusan pemerintahan dan pelayanan umum; dan 
ar. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pemberdayaan masyarakat, pembangunan fasilitas pelayanan umum, perekonomian dan lingkungan hidup. 
Uraian tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut: 
a. Menyusun program penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan urusan pemberdayaan masyarakat; 
b. Merencanakan kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat Kecamatan; 
c. Menyusun bahan dan melaksanakan rencana strategis Renstra dan Renja urusan pemberdayaan masyarakat kecamatan; 
d. Mengumpulkan bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD yang berhubungan dengan tugas-tugas seksi pemberdayaan masyarakat sebagai bahan penyusunan RPJPD,RPJMD dan RKPD; 
e. Menyusun RKA untuk pelaksanaan kegiatan urusan pemberdayaan masyarakat pada kecamatan; 
f. Mengumpulkan bahan-bahan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Walikota dalam pelaksanaan kegiatan urusan pemberdayaan masyarakat pada kecamatan sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Walikota; 
g. Mengumpulkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Walikota atas pelaksanaan kegiatan urusan pemberdayaan masyarakat pada Kecamatan; 
h. Menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam pemberdayaan pembangunan yaitu dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan gotong royong masyarakat di lingkup kecamatan;
i. menyiapkan bahan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal serta UPTD dan UPT yang tugas dan fungsinya urusan pemberdayaan masyarakat;
j. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan terhadap Kelembagaan pemberdayaan masyarakat yaitu LPMK, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Pos Pelayanan Terapdu (Posyandu) Kecamatan, Pokjanal kelurahan, Posyandu Bawah Lima Tahun (Balita), Posyandu Lansia, Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek), Warung Teknologi (Wartek), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan lain-lain;  
k. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan yang dilaksanakan pemerintah maupun swasta; 
l. Memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui programprogram pemerintah; 
m. Membina dan mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat yang ditugas pembantuankan;
n. Mengoordinasikan pelaksanaan pelatihan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat; 
o. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyelenggaraan monitoring dan evaluasi dalam urusan Pemberdayaan Masyarakat (Lomba Kelurahan, Lomba Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM), dan lain-lain; 
p. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data hasil kegiatan urusan pemberdayaan masyarakat; 
q. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; 
r. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
s. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; 
t. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 
u. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; 
v. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; 
w. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan Walikota kepada Camat dalam urusan pemberdayaan masyarakat; dan 
x. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sessuai dengan lingkup tugasnya.
7. Seksi Kesejahteraan Sosial
Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pelayanan kesejahteraan sosial, pembinaan kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, keagamaan, sosial dan budaya, bantuan dan pelayanan sosial. 
Uraian tugas Seksi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut: 
a. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas dalam bidang pelayanan kesejahteraan sosial, koordinasi bidang kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, keagamaan dan seni dan budaya serta bantuan hibah dan bantuan sosial; 
b. Membina kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional; 
c. Menghimpun dan menyusun data penyandang masalah kesejahteraan sosial, meliputi anak yatim, orang terlantar, ketunaan sosial, korban bencana alam, cacat fisik dan mental, korban tindakan kekerasaan untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial; 
d. Menyusun bahan dan melaksanakan Renstra dan Renja urusan kesejahteraan sosial pada kecamatan; 
e. Menyusun RKA untuk pelaksanaan urusan kesejahteraan sosial pada Kecamatan; 
f. Menyiapkan bahan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal serta UPTD dan UPT yang tugas dan fungsinya urusan kesejahteraan sosial; 
g. Melakukan verifikasi data rumah tangga miskin, Koordinasi kegiatan raskin, kegiatan JKN, kegiatan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan kegiatan yang berhubungan dengan Penyadang Masalah Kesehatan Sosial (PMKS); 
h. Mengumpulkan bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD terkait dengan tugas-tugas seksi pendidikan dan kesejahteraan rakyat sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD; 
i. Mengumpulkan bahan-bahan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Walikota dalam pelaksanaan kegiatan urusan pendidikan dan kesejahteraan sosial sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Walikota; 
j. Mengumpulkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Walikota atas pelaksanaan kegiatan urusan pendidikan dan kesejahteraan sosial pada kecamatan;
k. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Pemberantasan Buta Aksara di tingkat kecamatan;
l. Memberikan rekomendasi pendirian rumah ibadah dan lembaga pendidikan keagamaan; 
m. Menerbitkan surat keterangan ahli waris dan kuasa ahli waris, 
n. Menerbitkan surat keterangan dispensasi nikah dengan waktu pengurusan administrasi < 10 (kurang dari sepuluh) hari dari hari pernikahan; 
o. Menerbitkan surat keterangan miskin dan surat keterangan dan rekomendasi lainnya yang dibutuhkan masyarakat; 
p. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelengaraan seni dan budaya di tingkat kecamatan; 
q. Melaksanakan pembinaan kepada Lembaga Adat, organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan dan organisasi lainnya di tingkat kecamatan; 
r. Melaksanakan fasilitasi dan pemberian rekomendasi dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, pendidikan, budaya dan pariwisata, keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera, pemuda dan olahraga; 
s. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan urusan Kesejahteraan Rakyat; 
t. Melaksanakan koordinasi penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah penyakit skala kecamatan; 
u. Melaksanakan koordinasi pencegahan dan penanggulangan kemiskinan skala kecamatan; 
v. Melaksanakan koordinasi pencegahan kerawanan sosial skala kecamatan; 
w. Melaksanakan koordinasi pelayanan kesehatan lingkup kecamatan; 
x. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
y. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan terhadap Kelembagaan Keagaaman, pemuda, adat, olah raga yaitu Lembaga Pembinaan Tilawatil Quran (LPTQ), Majelis Pembina Ranting Pramuka (Mabiran), Karang Taruna, Koordinator Olah Raga Kecamatan, Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT), Persatuan Majelis Taklim (Permata), Serikat Sosial Keagamaan, Tenaga Kerja Sukarela (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), dan lain lain; 
z. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data hasil kegiatan urusan kesejahteraan sosial; 
aa. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; 
ab. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; dd. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; 
ac. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 
ad. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; 
ae. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; 
af. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan Walikota kepada Camat dalam urusan kesejahteraan sosial; dan 
ag. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
8. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
Seksi Ekonomi dan Pembangunan Sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pelayanan ekonomi dan pembangunan meliputi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, Perindustrian, Pariwisata, Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Infrastruktur di tingkat kecamatan. 
Uraian tugas Seksi Ekonomi dan Pembangunan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut: 
a. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas dalam urusan ekonomi dan pembangunan; 
b. Melaksanakan perencanaan, pembinaan dan pengawasan urusan ekonomian dan pembangunan; 
c. Menyusun bahan dan melaksanakan Renstra dan rencana kinerja Renja urusan ekonomi dan pembangunan pada kecamatan; 
d. Menyusun RKA untuk pelaksanaan urusan ekonomi dan pembangunan pada kecamatan; 
e. Menyiapkan bahan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal serta UPTD dan UPT yang tugas dan fungsinya urusan ekonomi dan pembangunan; 
f. Mengumpulkan bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD terkait dengan tugas-tugas seksi pendidikan dan kesejahteraan rakyat sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD; 
g. Mengumpulkan bahan-bahan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Walikota dalam pelaksanaan kegiatan urusan Ekonomi dan Pembangunan sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Walikota;
h. Mengumpulkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Walikota atas pelaksanaan kegiatan urusan ekonomi dan pembangunan pada kecamatan; 
i. Melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan urusan perekonomian meliputi peternakan, pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan, perindustrian, kepariwisataan, perdagangan, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah serta kerajinan dalam rangka kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah di lingkup kecamatan; 
j. Melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan urusan pembangunan meliputi pengembangan sumber daya air, pengembangan prasarana jalan, jembatan, pengembangan perumahan, permukiman dan perkotaan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah di lingkup kecamatan; 
k. Mengumpulkan dan mengolah data dibidang pengembangan jalan, jembatan, perumahan, pemukiman dan perkotaan serta penyehatan lingkungan; 
l. Melaksanakan dan fasilitasi kebersihan pada jalan lingkungan di lingkup kecamatan; 
m. Melaksanakan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan di lingkup kecamatan; 
n. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan perekonomian dan pembangunan di lingkup Kecamatan melalui Lomba Usaha Ekonomi Kerakyatan-Simpan Pinjam (UEK-SP), Lomba Koperasi, Lomba Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan lainlain; 
o. Menyiapkan bahan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal serta UPTD dan UPT yang tugas dan fungsinya urusan Ekonomi dan Pembangunan; 
p. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan terhadap kelembagaan perekonomian dan pembangunan masyarakat yaitu Koperasi, UEK-SP, Program Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan (P2KP) dan Organisasi Masyarakat Setempat dan lain-lain; 
q. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data hasil kegiatan urusan ekonomi dan pembangunan; 
r. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; 
s. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
t. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; 
u. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 
v. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; 
w. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; 
x. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan Walikota kepada Camat dalam urusan ekonomi dan pembangunan; dan 
y. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
9. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pelayanan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum, pengendalian, pembinaan dan perlindungan masyarakat. 
Uraian tugas Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut: 
a. Menyusun program penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum, fasilitasi dan bantuan pelaksanaan operasional penegakan Perda dan Perwa da Keputusan Walikota di wilayah kecamatan perencanaan kegiatan urusan ketenteraman dan ketertiban umum; 
b. Menangani konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundangundangan dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah Provinsi dan daerah untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
c. Menyusun bahan Renstra dan Renja urusan ketenteraman dan ketertiban umum pada kecamatan; 
d. Mengumpulkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Walikota atas pelaksanaan kegiatan urusan ketenteraman dan ketertiban umum pada kecamatan; 
e. Melaksanakan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia sektor dan/atau Komando Rayon Militer mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan; 
f. Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; 
g. Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi serta pengawasan bersama satuan polisi pamong praja tentang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan, pembinaan wilayah dan perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan; 
h. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan terhadap Kelembagaan Penanganan Bencana yaitu Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI), Badan Serach and Rescue nasional (Basarnas) dan lain-lain; 
i. Menyiapkan bahan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal serta UPTD dan UPT yang tugas dan fungsinya urusan ketentraman dan ketertiban;
j. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan tentang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan, pembinaan wilayah dan perlindungan masyarakat di kecamatan; 
k. Menyusun standar operasionaal prosedur penanganan ketenteraman dan ketertiban di wilayah kecamatan; 
l. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan masyarakat di wilayah kecamatan; 
m. Membina dan mengawasi pelaksanaan peraturan perundangundangan di tingkat kecamatan dan kelurahan; 
n. Membina dan mengawasi aparat Perlindungan Masyarakat (Linmas) kecamatan dan kelurahan; 
o. Melakukan koordinasi dalam rangka mengamankan aset pemerintah dan fasilitas umum; 
p. Melaksanakan kesiapsiagaan bencana di wilayah kecamatan; 
q. Melaksanakan koordinasi penanggulangan bencana meliputi tanggap darurat dan pasca bencana di wilayah kecamatan; 
r. Menyusun peta rawan bencana di wilayah kecamatan; 
s. Mengoordinasikan dan fasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dengan instansi terkait; 
t. Melakukan koordinasi dalam rangka mengamankan aset pemerintah dan fasilitas umum; 
u. Melaksanakan koordinasi pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala kecamatan; 
v. Melaksanakan koordinasi penanggulangan bahaya narkotika di wilayah kecamatan; 
w. Melaksanakan kegiatan operasi penegakan Perda, pengawasan perizinan dan retribusi daerah di wilayah kecamatan; 
x. Melaksanakan kegiatan operasi ketenteraman, keamanan dan ketertiban umum di wilayah kecamatan; 
y. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data hasil kegiatan urusan ketenteraman dan ketertiban umum; 
z. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; 
aa. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; 
ab. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan Walikota kepada Camat dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum; dan 
ac. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
D. Sarana dan Prasarana Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai
Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai dalam menjalankan tugas sehari-hari telah menyediakan berbagai sarana dan prasarana guna mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan. Adapun sarana dan prasarana yang tersedia di Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Table IV.6
Daftar Sarana dan Prasarana pada Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai
	No
	Sarana dan Prasarana
	Jumlah Persediaan
	Kondisi

	
	
	
	Baik
	Rusak

	Sarana Perlengakapan Kantor

	1
	Komputer 
	18
	17
	1

	2
	Kipas Angin
	3
	3
	-

	3
	Lemari Kabinet
	2
	2
	-

	4
	Kursi Ruang Tunggu 
	4
	4
	-

	5
	Lemari
	13
	12
	1

	6
	Meja Kerja
	35
	34
	1

	7
	Kursi Kerja
	37
	36
	1

	8
	Kursi Tamu
	7
	7
	-

	9
	Printer
	10
	10
	-

	10
	Air Conditioner (AC)
	11
	10
	1

	11
	Televisi
	2
	2
	-

	12
	 Mesin Fotocopy 
	1
	1
	-

	13
	Proyektor Slide (Infokus)
	2
	1
	1

	Prasarana Kantor

	1
	Gedung Kantor
	1
	1
	-

	2
	Mushola 
	1
	1
	-

	3
	Gedung Aula Pertemuan
	1
	1
	-

	4
	Toilet/WC
	2
	2
	-

	5
	Gudang 
	1
	1
	-


Sumber Data: Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai, Tahun 2025
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Berdasarkan Tabel IV.6, dapat diketahui bahwa sebagian besar sarana dan prasarana di Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai berada dalam kondisi baik. Sarana seperti komputer, meja kerja, kursi, dan printer tersedia dalam jumlah yang memadai, meskipun terdapat beberapa unit yang mengalami kerusakan ringan. Seluruh prasarana kantor seperti gedung, aula, mushola, dan toilet tercatat dalam kondisi baik dan layak digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas yang tersedia cukup mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat
BAB V
ANALISIS KINERJA ORGANISASI PADA KANTOR CAMAT BUKIT KAPUR KOTA DUMAI
A. Kinerja Organisasi pada Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai
Kinerja organisasi merupakan cerminan dari hasil kerja yang dicapai oleh suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pencapaian tersebut sangat dipengaruhi oleh kualitas kinerja sumber daya manusia yang dimiliki. Banyak organisasi yang berhasil karena ditunjang oleh sumber daya manusia yang berkinerja tinggi, namun tidak sedikit pula organisasi yang mengalami kegagalan akibat rendahnya kinerja aparatur di dalamnya.
Pengukuran terhadap kinerja suatu organisasi harus mampu mencerminkan tujuan serta misi dari organisasi tersebut. Hal ini sejalan dengan kondisi saat ini, di mana kinerja aparatur pemerintah, termasuk di tingkat kecamatan, mendapatkan perhatian dan penilaian dari masyarakat. Kecamatan sebagai unit organisasi pemerintahan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat memiliki peran yang strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah, khususnya dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah.


Kantor Camat berperan sebagai penghubung utama antara pemerintah kota dan masyarakat. Oleh karena itu, Kecamatan Bukit Kapur harus mampu menjadi wadah untuk menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat dan kepada instansi atau pihak terkait yang memiliki  fdbbcbvbvnn  bjhjbnbnbjhgg
kewenangan untuk menindaklanjutinya. Selain itu, Kantor Camat juga memiliki tanggung jawab untuk mensosialisasikan berbagai program pemerintah kepada masyarakat, agar program tersebut dapat diterima, dipahami, dan didukung secara aktif oleh masyarakat.
Kantor Camat Bukit Kapur merupakan salah satu dari tujuh kecamatan yang ada di Kota Dumai. Kecamatan ini memiliki wilayah yang cukup luas dan beragam, serta menjadi bagian penting dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum, pembangunan, dan kemasyarakatan. 
Dalam penelitian ini, penulis menjelaskan kinerja organisasi pada Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai. Penilaian kinerja organisasi tersebut dianalisis melalui lima indikator menurut Dwiyanto (Sudarmanto 2014), yaitu:
1. Produktivitas 
Yang dimaksud dengan produktivitas dalam penelitian ini adalah kemampuan pegawai Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai dalam memanfaatkan sumber daya secara optimal untuk mencapai hasil kerja yang maksimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Untuk melihat produktivitas dapat dibagi menjadi 3 (tiga) sub indikator sebagai berikut:
a. Adanya kemampuan pegawai Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai dalam mencapai target kerja yang telah ditetapkan.
Yang dimaksud dengan kemampuan pegawai Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai dalam mencapai target kerja yang telah ditetapkan yaitu, pegawai Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, baik yang tercantum dalam program kerja maupun yang menjadi tugas rutin, sehingga mencerminkan efektivitas kerja yang berkontribusi pada pencapaian tujuan secara menyeluruh. Target kerja tersebut harus dapat direalisasikan semaksimal mungkin oleh pegawai yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap pekerjaan yang menjadi kewenangannya.
b. Adanya pemanfaatan waktu kerja secara efesien dalam pelaksanaan tugas.
Yang dimaksud dengan pemanfaatan waktu kerja secara efesien dalam melaksanakan tugas yaitu, bagaimana pegawai Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai memanfaatkan waktu kerja dengan baik, tanpa penundaan atau pemborosan waktu, sehingga tidak ada waktu yang terbuang atau pekerjaan yang tertunda.
c. Adanya kesesuaian capaian hasil kerja berdasarkan bidang kerja. 
Yang dimaksud dengan kesesuaian capaian hasil kerja berdasarkan bidang kerja yaitu, hasil pekerjaan pegawai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang kerja masing-masing, sehingga capaian hasil kerja yang diperoleh benar-benar mencerminkan pelaksanaan tugas yang tepat sasaran dan bertanggung jawab sesuai tugas yang diembannya.
Selanjutnya, untuk mengetahui tanggapan responden tentang Produktivitas dapat dilihat pada Tabel V.1 berikut ini:
Tabel V.1
Tanggapan Responden Tentang Produktivitas
	No
	Sub Indikator
	F/S
	Kategori Tanggapan
	Jumlah

	
	
	
	SB
	B
	CB
	TB
	

	1
	Adanya kemampuan pegawai Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai dalam mencapai target kerja yang telah ditetapkan.
	Frek
	0
	13
	18
	0
	31

	
	
	Skor
	0
	39
	36
	0
	75

	2
	Adanya pemanfaatan waktu kerja secara efesien dalam melaksanakan tugas.
	Frek
	2
	13
	16
	0
	31

	
	
	Skor
	8
	39
	32
	0
	79

	3
	Adanya kesesuaian capaian hasil kerja dengan uraian tugas pada masing-masing bidang kerja. 
	Frek
	2
	10
	18
	1
	31

	
	
	Skor
	8
	30
	36
	1
	75

	Jumlah 
	Frek
	4
	36
	52
	1
	93

	
	%
	4%
	39%
	56%
	1%
	100%

	
	Skor
	16
	108
	104
	1
	229


Sumber Data: Hasil Olahan Penelitian, Tahun 2025
Berdasarkan tabel V.1 di atas, menunjukkan tanggapan responden tentang Produktivitas, dapat dilihat dari sub indikator adanya kemampuan pegawai Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai dalam mencapai target kerja yang telah ditetapkan dengan skor 75, adanya pemanfaatan waktu kerja secara efesien dalam pelaksanaan tugas dengan skor 79, dan adanya kesesuaian capaian hasil kerja berdasarkan bidang kerja dengan skor 75. Selanjutnya, untuk lebih jelas dapat dilihat pada Diagram Pie (persentase frekuensi) dibawah ini:
Diagram V.1
Tanggapan Responden Tentang Produktivitas

Berdasarkan Diagram V.1 di atas, hasil tanggapan dari 31 responden tentang indikator Produktivitas menunjukkan bahwa responden yang memberikan penilaian Sangat Baik sebesar 4%, Baik sebesar 39%, Cukup Baik sebesar 56%, dan 1% yang memberikan penilaian Tidak Baik. Kemudian untuk melihat skor tanggapan responden tentang Produktivitas dapat dilihat pada Grafik Bubble di bawah ini:
Grafik V.1
Tanggapan Responden pada Indikator Produktivitas
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Berdasarkan Grafik Bubble diatas, dilihat dari tanggapan responden  sebanyak 31 orang dalam menanggapi indikator Produktivitas dikatakan Cukup Baik. Karena skor yang diperoleh dari tanggapan responden sebesar 229 yang berada pada rentang skor 164 – 233 dengan kategori Cukup Baik.
2. Kualitas Layanan
Yang dimaksud kualitas layanan dalam penelitian ini adalah adanya kemampuan pegawai Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai memahami petunjuk kerja dalam melayani dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).
Untuk melihat kualitas layanan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) sub indikator sebagai berikut:
a. Adanya pemahaman pegawai Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai terhadap prosedur kerja dalam menjalankan fungsi layanan.
Yang dimaksud dengan pemahaman pegawai Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai terhadap prosedur kerja dalam menjalankan fungsi layanan yaitu, sejauh mana pegawai memahami alur kerja, ketentuan, dan petunjuk teknis yang berlaku dalam pelaksanaan tugas pelayanan, sehingga setiap pelaksanaan kerja dilakukan sesuai dengan prosedur dan tidak menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan.
b. Adanya kemampuan pegawai Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai dalam melaksanakan fungsi pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
Yang dimaksud kemampuan pegawai Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai dalam melaksanakan fungsi pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan yaitu, kemampuan pegawai dalam memberikan pelayanan publik secara profesional dan konsisten dengan mengikuti aturan dan mekanisme yang tertuang dalam SOP, guna menjamin pelayanan yang cepat, tepat, sesuai dengan waktu penyelesaian dan dapat dipertanggungjawabkan.
c. Adanya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas.
Yang dimaksud fasilitas sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas yaitu, ketersediaan dan kelayakan fasilitas fisik maupun teknologi penunjang yang digunakan pegawai dalam memberikan pelayanan, seperti ruang pelayanan, meja kerja, peralatan komputer, jaringan internet, serta alat komunikasi sehingga dapat membantu pegawai dalam menyelesaikan tugas secara lebih efektif dan efesien.
Selanjutnya, untuk mengetahui tanggapan responden tentang Kualitas Layanan dapat dilihat pada Tabel V.2 berikut ini:






Tabel V. 2
Tanggapan Responden Tentang Kualitas Layanan
	No
	Sub Indikator
	F/S
	Kategori Tanggapan
	Jumlah

	
	
	
	SB
	B
	CB
	TB
	

	1
	Adanya pemahaman pegawai Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai terhadap prosedur kerja dalam menjalankan fungsi layanan.
	Frek
	1
	15
	14
	1
	31

	
	
	Skor
	4
	45
	28
	1
	78

	2
	Adanya kemampuan pegawai Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai dalam melaksanakan fungsi pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
	Frek
	1
	10
	19
	1
	31

	
	
	Skor
	4
	30
	38
	1
	73

	3
	Adanya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung pelaksanaan pekerjaan.
	Frek
	1
	16
	14
	0
	31

	
	
	Skor
	4
	48
	28
	0
	80

	Jumlah 
	Frek
	3
	41
	47
	2
	93

	
	%
	3%
	44%
	51%
	2%
	100%

	
	Skor
	12
	123
	94
	2
	231


Sumber Data: Hasil Olahan Penelitian, Tahun 2025
Berdasarkan tabel V.2 di atas, menunjukkan tanggapan responden tentang indikator Kualitas Layanan, dapat dilihat dari sub indikator adanya pemahaman pegawai Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai terhadap prosedur kerja dalam menjalankan fungsi layanan dengan skor 78, adanya kemampuan pegawai Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai dalam melaksanakan fungsi pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dengn skor 73, dan adanya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas dengan skor 80. Selanjutnya, untuk lebih jelas dapat dilihat pada Diagram Pie (persentase frekuensi) dibawah ini:
Diagram V.2
Tanggapan Responden Tentang Kualitas Layanan

Berdasarkan Diagram V.2 di atas, hasil tanggapan dari 31 responden tentang indikator Kualitas Layanan menunjukkan bahwa responden yang memberikan penilaian Sangat Baik sebesar 3%, Baik sebesar 44%, Cukup Baik sebesar 51%, dan 2% yang memberikan penilaian Tidak Baik. Kemudian untuk melihat skor tanggapan responden tentang Kualitas Layanan dapat dilihat pada Grafik Bubble di bawah ini: 






Grafik V.2
Tanggapan Responden pada Indikator Kualitas Layanan
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Berdasarkan Grafik Bubble diatas, dilihat dari tanggapan responden  sebanyak 31 orang dalam menanggapi indikator Kualitas Layanan dikatakan Cukup Baik. Karena skor yang diperoleh dari tanggapan responden sebesar 231 yang berada pada rentang skor 164 – 233 dengan kategori Cukup Baik.
3. Responsivitas 
Yang dimaksud dengan responsivitas dalam penelitian ini adalah kemampuan pegawai Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai dalam menyesuaikan diri terhadap dinamika pekerjaan, menentukan proioritas pekerjaan serta merespon perubahan dan hambaran dengan cepat.
Untuk melihat responsivitas dapat dibagi menjadi 3 (tiga) sub indikator sebagai berikut:
a. Adanya kemampuan pegawai Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai dalam menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan dan aturan kerja.
Yang dimaksud dengan kemampuan pegawai Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai dalam menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan dan aturan kerja yaitu, pegawai mampu beradaptasi secara cepat dan tepat terhadap setiap perubahan kebijakan, peraturan, atau instruksi kerja yang diterapkan di lingkungan kerja Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai, sehingga pelaksanaan tugas tetap berjalan dengan baik.
b. Adanya kemampuan pegawai Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai dalam menentukan skala proritas pekerjaan.
Yang dimaksud dengan kemampuan pegawai Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai dalam menentukan skala prioritas pekerjaan yaitu, pegawai dapat mengidentifikasi, memilah, dan menetapkan urutan tugas berdasarkan tingkat urgensi dan kepentingan, agar pekerjaan yang paling mendesak dan penting dapat diselesaikan terlebih dahulu.
c. Adanya tindakan cepat pegawai Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai dalam mengatasi hambatan atau kendala yang muncul dalam pelaksanaan tugas.
Yang dimaksud dengan tindakan cepat pegawai Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai dalam mengatasi hambatan atau kendala yang muncul dalam pelaksanaan tugas yaitu, kemampuan pegawai untuk segera mengambil tindakan yang tepat dan solutif dalam menghadapi kendala teknis, adminstratif, atau situasional dalam menjalankan tugas di lingkungan kerja Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai, agar pekerjaan tetap dapat diselesaikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Selanjutnya, untuk mengetahui tanggapan responden tentang Responsivitas dapat dilihat pada Tabel V.3 berikut ini:
Tabel V.3
Tanggapan Responden Tentang Responsivitas
	No
	Sub Indikator
	F/S
	Kategori Tanggapan
	Jumlah

	
	
	
	SB
	B
	CB
	TB
	

	1
	Adanya kemampuan pegawai Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai dalam menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan dan aturan kerja.
	Frek
	5
	22
	4
	0
	31

	
	
	Skor
	20
	66
	8
	0
	94

	2
	Adanya kemampuan pegawai Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai dalam menentukan skala proritas pekerjaan.

	Frek
	9
	16
	6
	0
	31

	
	
	Skor
	36
	48
	12
	0
	96

	3
	Adanya tindakan cepat pegawai Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai dalam menghadapi hambatan atau kendala dalam pelaksanaan tugas.
	Frek
	7
	17
	6
	1
	31

	
	
	Skor
	28
	51
	12
	1
	92

	Jumlah 
	Frek
	21
	55
	16
	1
	93

	
	%
	23%
	59%
	17%
	1%
	100%

	
	Skor
	84
	165
	32
	1
	282


Sumber Data: Hasil Olahan Penelitian, Tahun 2025

Berdasarkan tabel V.3 di atas, menunjukkan tanggapan responden tentang indikator Responsivitas, dapat dilihat dari sub indikator adanya kemampuan pegawai Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai dalam menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan dan aturan kerja dengan skor 94, adanya kemampuan pegawai Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai dalam menentukan skala prioritas pekerjaan dengan skor 96 dan adanya tindakan cepat pegawai Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai dalam menghadapi hambatan atau kendala dalam pelaksanaan tugas dengan skor 92. Selanjutnya, untuk lebih jelas dapat dilihat pada Diagram Pie (persentase frekuensi) dibawah ini:
Diagram V.3
Tanggapan Responden Tentang Responsivitas

Berdasarkan Diagram V.3 di atas, hasil tanggapan dari 31 responden tentang indikator Responsivitas menunjukkan bahwa responden yang memberikan penilaian Sangat Baik sebesar 23%, Baik sebesar 59%, Cukup Baik sebesar 17%, dan 1% yang memberikan penilaian Tidak Baik. Kemudian untuk melihat skor tanggapan responden tentang Responsivitas dapat dilihat pada Grafik Bubble di bawah ini:
Grafik V. 3
Tanggapan Responden pada Indikator Responsivitas
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Berdasarkan Grafik Bubble diatas, dilihat dari tanggapan responden  sebanyak 31 orang dalam menanggapi indikator Responsivitas dikatakan Baik. Karena skor yang diperoleh dari tanggapan responden sebesar 282 yang berada pada rentang skor 234 – 303 dengan kategori Baik.
4. Responsibilitas
Yang dimaksud dengan responsibilitas dalam penelitian ini adalah sejauh mana pegawai Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan, ketentuan dan prinsip-prinsip administrasi yang berlaku. 
Untuk melihat responsibilitas dapat dibagi menjadi 3 (tiga) sub indikator sebagai berikut:
a. Adanya penerapan prinsip-prinsip administrasi publik dalam pelaksanaan tugas.
Yang dimaksud dengan penerapan prinsip-prinsip administrasi publik dalam pelaksanaan tugas yaitu, pegawai Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai menjalankan tugas sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang berlaku, sehingga pelaksanaan pekerjaan mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik.
b. Adanya kemampuan pegawai Camat Bukit Kapur Kota Dumai menyelesaikan tugas dan fungsi sesuai beban kerja.
Yang dimaksud dengan kemampuan pegawai Camat Bukit Kapur Kota Dumai menyelesaikan tugas dan fungsi sesuai beban kerja yaitu, kemampuan pegawai dalam menyelesaikan tanggung jawabnya secara proporsional sesuai dengan volume dan kompleksitas beban kerja yang menjadi bagian dari tugas pokok dan fungsinya di lingkungan kerja
c. Adanya kemampuan pegawai Camat Bukit Kapur Kota Dumai dalam menerapkan etika kerja serta integritas dalam menjalankan pekerjaan. 
Yang dimaksud dengan  kemampuan pegawai Camat Bukit Kapur Kota Dumai dalam menerapkan etika kerja serta integritas dalam menjalankan pekerjaan yaitu, pegawai menunjukkan sikap profesional, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab selama menjalankan tugas, serta memegang teguh nilai-nilai moral dan integritas dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil di tempat kerja.
Selanjutnya, untuk mengetahui tanggapan responden tentang Responsibilitas dapat dilihat pada Tabel V.4 berikut ini:






Tabel V. 4
Tanggapan Responden Tentang Responsibilitas
	No
	Sub Indikator
	F/S
	Kategori Tanggapan
	Jumlah

	
	
	
	SB
	B
	CB
	TB
	

	1
	Adanya penerapan prinsip-prinsip administrasi publik dalam pelaksanaan tugas.
	Frek
	8
	18
	5
	0
	31

	
	
	Skor
	32
	54
	10
	0
	96

	2
	Adanya kemampuan pegawai Camat Bukit Kapur Kota Dumai menyelesaikan tugas dan fungsi sesuai beban kerja.
	Frek
	12
	17
	2
	0
	31

	
	
	Skor
	48
	51
	4
	0
	103

	3
	Adanya penerapan etika kerja serta sikap integritas dalam melaksanakan pekerjaan. 
	Frek
	10
	18
	3
	0
	31

	
	
	Skor
	40
	54
	6
	0
	100

	Jumlah 
	Frek
	30
	53
	10
	0
	93

	
	%
	32%
	57%
	11%
	0
	100%

	
	Skor
	120
	159
	20
	0
	299


Sumber Data: Hasil Olahan Penelitian, Tahun 2025
Berdasarkan tabel V.4 di atas menunjukkan tanggapan responden tentang indikator Responsibilitas, dapat dilihat dari sub indikator adanya penerapan prinsip-prinsip administrasi publik dalam pelaksanaan tugas dengan skor 96, adanya kemampuan pegawai Camat Bukit Kapur Kota Dumai menyelesaikan tugas dan fungsi sesuai beban kerja dengan skor 103 dan adanya penerapan etika kerja serta sikap integritas dalam melaksanakan pekerjaan dengan skorr 100. Selanjutnya, untuk lebih jelas dapat dilihat pada Diagram Pie (persentase frekuensi) dibawah ini:
Diagram V.4
Tanggapan Responden tentang Responsibilitas 


Berdasarkan Diagram V.4 di atas, hasil tanggapan dari 31 responden tentang indikator Responsibilitas menunjukkan bahwa responden yang memberikan penilaian Sangat Baik sebesar 32%, Baik sebesar 57%, Cukup Baik sebesar 11%, dan tidak ada responden yang memberikan penilaian Tidak Baik. Kemudian untuk melihat skor tanggapan responden tentang Responsibilitas dapat dilihat pada Grafik Bubble di bawah ini:
Grafik V. 4
Tanggapan Responden pada Indikator Responsibilitas
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Berdasarkan Grafik Bubble diatas, dilihat dari tanggapan responden  sebanyak 31 orang dalam menanggapi indikator Responsibilitas dikatakan Baik. Karena skor yang diperoleh dari tanggapan responden sebesar 299 yang berada pada rentang skor 234 – 303 dengan kategori Baik.
5. Akuntabilitas   
Yang dimaksud dengan akuntabilitas dalam penelitian ini adalah sejauh mana pegawai Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai dapat mempertanggungjawabkan hasil kerja dengan penggunaan sumber daya  secara terbuka dan transparan kepada atasan atau pihak yang berwenang.
Untuk melihat akuntabilitas dapat dibagi menjadi 3 (tiga) sub indikator sebagai berikut:
a. Adanya penyusunan laporan pertanggungjawaban secara berkala atas pelaksanaan tugas.
Yang dimaksud dengan penyusunan laporan pertanggungjawaban secara berkala atas pelaksanaan tugas yaitu, pelaksanaan kewajiban pegawai dalam menyusun dan menyampaikan laporan hasil kerja secara rutin dan terstruktur kepada atasan, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas yang telah dilakukan, sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai.
b. Adanya transparansi dalam pelaksanaan program/kegiatan dan penggunaan sumber daya.
Yang dimaksud dengan transparansi dalam pelaksanaan program/kegiatan dan penggunaan sumber daya yaitu, keterbukaan pegawai dalam melaksanakan kegiatan serta menggunakan sumber daya seperti waktu, anggaran, dan fasilitas kerja, sehingga setiap aktivitas yang dilakukan dapat dipantau, diawasi, dan dievaluasi secara jelas oleh pihak yang berwenang.
c. Adanya pelaksanaan tugas pegawai Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Yang dimaksud dengan pelaksanaan tugas pegawai Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu, bahwa setiap tugas yang dilaksanakan oleh pegawai dapat dijelaskan, dibuktikan, dan dinilai keabsahannya berdasarkan aturan, pedoman kerja, serta standar operasional yang berlaku, sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pelaksanaan kewajiban di lingkungan kerja.
Selanjutnya, untuk mengetahui tanggapan responden tentang Akuntabilitas dapat dilihat pada Tabel V.5 berikut ini:










Tabel V. 5
Tanggapan Responden Tentang Akuntabilitas 
	No
	Sub Indikator
	F/S
	Kategori Tanggapan
	Jumlah

	
	
	
	SB
	B
	CB
	TB
	

	1
	Adanya penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas secara berkala.
	Frek
	6
	18
	7
	0
	31

	
	
	Skor
	24
	54
	14
	0
	92

	2
	Adanya transparansi dalam pelaksanaan program/kegiatan dan penggunaan sumber daya.
	Frek
	4
	16
	11
	0
	31

	
	
	Skor
	16
	48
	22
	0
	86

	3
	Adanya pelaksanaan tugas pegawai Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.
	Frek
	6
	17
	8
	0
	31

	
	
	Skor
	24
	51
	16
	0
	91

	Jumlah 
	Frek
	16
	51
	26
	0
	93

	
	%
	17%
	55%
	28%
	0
	100%

	
	Skor
	64
	153
	52
	0
	269


Sumber Data: Hasil Olahan Penelitian, Tahun 2025
Berdasarkan tabel V.5 di atas menunjukkan tanggapan responden tentang indikator Akuntablitas, dapat dilihat dari sub indikator adanya penyusunan laporan pertanggungjawaban secara berkala atas pelaksanaan tugas dengan skor 92, adanya transparansi dalam pelaksanaan program/kegiatan dan penggunaan sumber daya dengan skor 86, dan adanya pelaksanaan tugas pegawai Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku dengan skor 91. Selanjutnya, untuk lebih jelas dapat dilihat pada Diagram Pie (persentase frekuensi) dibawah ini:
Diagram V.5
Tanggapan Responden Tentang Akuntabilitas



Berdasarkan Diagram V.5 di atas, hasil tanggapan dari 31 responden tentang indikator Akuntabilitas menunjukkan bahwa responden yang memberikan penilaian Sangat Baik sebesar 17%, Baik sebesar 55%, Cukup Baik sebesar 28%, dan tidak ada responden yang memberikan penilaian Tidak Baik. Kemudian untuk melihat skor tanggapan responden tentang Akuntabilitas dapat dilihat pada Grafik Bubble di bawah ini:
Grafik V. 5
Tanggapan Responden pada Indikator Akuntabilitas
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[bookmark: _Hlk205491107]Berdasarkan Grafik Bubble diatas, dilihat dari tanggapan responden  sebanyak 31 orang dalam menanggapi indikator Akuntabilitas dikatakan Baik. Karena skor yang diperoleh dari tanggapan responden sebesar 269 yang berada pada rentang skor 234 – 303 dengan kategori Baik. Selanjutnya dari penjelasan setiap indikator diatas dapat dilihat secara keseluruhan melalui tabel rekapitulasi dibawah ini:
Tabel V.6
Rekapitulasi Tanggapan Responden Kinerja Organisasi Pada 
Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai
	No
	 Indikator
	F/S
	Kategori Tanggapan
	

	
	
	
	SB
	B
	CB
	TB
	Jumlah

	1
	Produktivitas
	Frek
	4
	36
	52
	1
	93

	
	
	Skor
	16
	108
	104
	1
	229

	2
	Kualitas Layanan
	Frek
	3
	41
	47
	2
	93

	
	
	Skor
	12
	123
	94
	2
	231

	3
	Responsivitas
	Frek
	21
	55
	16
	1
	93

	
	
	Skor
	84
	165
	32
	1
	282

	4
	Responsibilitas
	Frek
	30
	53
	10
	0
	93

	
	
	Skor
	120
	159
	20
	0
	299

	5
	Akuntabilitas
	Frek
	16
	51
	26
	0
	93

	
	
	Skor
	64
	153
	52
	0
	269

	Jumlah 
	Frek
	74
	236
	151
	4
	465

	
	%
	16%
	51%
	32%
	1%
	100%

	
	Skor
	296
	708
	302
	4
	1310


Sumber Data: Hasil Olahan Penelitian, Tahun 2025
Berdasarkan Tabel V.6, diketahui bahwa sebanyak 31 responden telah memberikan tanggapan terhadap kinerja organisasi pada Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai. Dari lima indikator yang diukur, indikator produktivitas memperoleh skor 229, kualitas layanan memperoleh skor 231, responsivitas memperoleh skor 282, responsibilitas memperoleh skor 299, dan akuntabilitas memperoleh skor 269. Selanjutnya, untuk melihat kriteria yang telah ditetapkan dari Frekuensi yang diperoleh masing- masing indikator dapat dilihat pada Diagram Pie (persentase frekuensi) dibawah ini:
Diagram V.6
Persentase Tanggapan Responden Kinerja Organisasi pada 
Kantor Camat bukit Kapur Kota Dumai

Berdasarkan Diagram V.6, hasil tanggapan dari 31 responden terhadap seluruh indikator kinerja organisasi pada Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai menunjukkan bahwa responden yang memberikan penilaian Sangat Baik sebesar 16%, Baik sebesar 51%, Cukup Baik sebesar 32%, dan 1% yang memberikan penilaian Tidak Baik. Untuk mengetahui kriteria yang telah ditetapkan dari keseluruhan skor yang diperoleh, dapat dilihat pada Grafik Bubble berikut ini:








Grafik V. 6
Tanggapan Responden Kinerja Organisasi pada 
Kantor Camat bukit Kapur Kota Dumai
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Dari Grafik Bubble di atas, dapat dilihat tanggapan responden terhadap Kinerja Organisasi pada Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai dari tanggapan 31 responden dapat dikategorikan Baik. Hal ini dapat dilihat dari jumlah skor 1.310 yang berada pada rentang skor 1.164 – 1.512 dengan kategori Baik. 
B. Hambatan Kinerja Organisasi pada Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai
Berdasarkan hasil penelitian mengenai kinerja organisasi pada Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai dengan menggunakan teori Dwiyanto (Sudarmanto, 2014), yang mencakup lima indikator, yaitu Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas. Dari kelima indikator tersebut, ditemukan dua indikator yang menjadi hambatan dalam kinerja organisasi pada Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai, yaitu:

1. Produktivitas 
Hambatan ini terlihat pada dua sub indikator, yaitu kurangnya kemampuan pegawai Kantor Camat bukit Kapur Kota Dumai dalam mencapai target kerja yang telah ditetapkan serta kurangnya kesesuaian capaian hasil kerja berdasarkan bidang kerja, Kondisi ini terlihat dari masih adanya program kerja yang belum terealisasi sesuai target dan beberapa seksi di Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai capaian hasil kerjanya belum sesuai dengan target bidang tugas masing-masing, sehingga efektivitas kinerja organisasi belum optimal. 
2. Kualitas Layanan 
Hambatan ini terlihat pada sub indikator, yaitu kurangnya kemampuan pegawai Kantor Camat bukit Kapur Kota Dumai dalam melaksanakan fungsi layanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Hal ini berkaitan dengan masih kurangnya ketepatan waktu penyelesaian pelayanan di beberapa jenis layanan administrasi, yang disebabkan oleh pegawai belum sepenuhnya konsisten menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam setiap proses kerja, sehingga berpengaruh terhadap kelancaran penyelesaian tugas.
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BAB VI
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis terhadap kinerja organisasi pada Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai dengan menggunakan lima indikator kinerja organisasi menurut Dwiyanto (Sudarmanto, 2014), yaitu Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
A. Kesimpulan
1. Kinerja Organisasi pada Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai dapat dikategorikan Baik. Hal ini ditunjukkan dari hasil pengukuran menggunakan lima indikator kinerja organisasi menurut Dwiyanto (Sudarmanto, 2014), yaitu Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas. Dari 31 responden, diperoleh total skor sebesar 1.310 yang berada pada rentang skor 1.164 – 1.512, dengan frekuensi tanggapan responden sebesar 51%.
2. Hambatan Kinerja Organisasi pada Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai ditemukan pada dua indikator, yaitu: 


a. Produktivitas, khususnya pada sub indikator kurangnya kemampuan pegawai Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai dalam mencapai target kerja yang telah ditetapkan serta kurangnya kesesuaian capaian hasil kerja berdasarkan bidang kerja, di mana masih terdapat program kerja pada beberapa seksi yang belum terealisasi secara maksimal.Kapur Kota Dumai dalam 
b. Kualitas Layanan, khususnya pada sub indikator kurangnya kemampuan pegawai Kantor Camat bukit Kapur Kota Dumai dalam melaksanakan fungsi layanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan, yang berdampak pada kurang tepatnya waktu penyelesaian pelayanan.
B. Saran
Berdasarkan hambatan Kinerja Organisasi pada Kantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai, yang penulis jelaskan diatas ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan kepada Camat Bukit Kapur Kota Dumai  diantanya: 
1. [bookmark: _Hlk205542643]Disarankan kepada Camat Bukit Kapur Kota Dumai untuk lebih optimal dalam melaksanakan fungsi koordinasi kegiatan pemerintahan dan pembangunan di tingkat kecamatan. Hal ini dapat diwujudkan melalui penguatan pembinaan serta pengawasan terhadap perangkat kelurahan dan unit kerja yang ada di wilayah kecamatan, sehingga setiap program pembangunan maupun pelayanan dapat berjalan lebih terarah, efisien, dan sesuai target yang ditetapkan.
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2. Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, disarankan kepada Camat Bukit Kapur Kota Dumai untuk memaksimalkan peran dalam memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Optimalisasi ini dapat dilakukan dengan memastikan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) secara konsisten, memperkuat koordinasi antarbagian pelayanan, serta melakukan evaluasi berkala terhadap proses dan hasil pelayanan. Dengan demikian, pelayanan publik di tingkat kecamatan dapat lebih cepat, transparan, dan sesuai dengan standar yang berlaku.
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